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Ada sebauh persoalan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini 
yaitu: Bagaimana Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM 
Unggulan di Jawa Timur. Dalam persoalan tersebut, penulis menggunakan 
pendekatan deskriptif, yang berguna untuk mengungkapkan fakta dan data, 
sedangkan jenis penelitiannya adalah kualitatif yang dimaksudkan untuk 
memaparkan dan menggambarkan Peran Dinas Koperasi dalam 
Pengembangan  UMKM  Unggulan  di  Jawa  Timur  dalam  hal  ini  di 
Surabaya. Sesuai dengan hal tersebut, maka tehnik pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
 
Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa peran Dinas 
Koperasi sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan dalam sektor  
ekonomi,  karena peran  dan  dukungan  pemerintah  dapat merumuskan 
kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan 
pembangunan dalam sektor ekonomi. Dalam penelitian ini penulis 
mengklasifikasikan menjadi 3 macam bentuk dari peran Dinas Koperasi 
yaitu; peran Dinas Koperasi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. 
 
Bertilik  tolak  dari  penelitian  ini,  maka  peneliti  menyarankan 
kepada Dinas Koperasi agar lebih mengoptimalkan lagi dalam aspek 
permodalan, karena para pelaku usaha masih ada yang kebingungan dalam 
hal modal terutama pada sistem KUR dan juga minimnya perluasan 
pinjaman modal dari Bank yang belum terakses kepada para pelaku usaha. 
Untuk para pelaku usaha agar lebih meningkatkan produk UMKM nya dan 
mengembangkan usahanya dengan cara memberikan inovasi-inovasi baru 
yang sesuai dengan perkembangan zaman. 
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A.  Latar Belakang Masalah 
 
Koperasi  dan  UMKM  di  Kota  Surabaya  sebagai  peranan  penting 
dalam basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah adalah salah satu bagian penting dari perekonomian daerah yang ada 
di Indonesia. UMKM menjadi salah satu motor penggerak perekonomian 
Indonesia. Sejak era tahun 1997-1998 indonesia mengalami krisis ekonomi 
yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian di indonesia. Di sisi lain 
justru UMKM dapat bertahan dengan keterbatasan dan kemampuan di saat 
situasi  krisis  ekonomi  pada  tahun  tersebut.1    Usaha  Mikro  Kecil  dan 
Menengah adalah salah satu bentuk wujud ekonomi yang berkontribusi bagi 
pertumbuhan di Indonesia, antara lain keterbatasan lapangan kerja, tingkat 
pengangguran, dan tingkat kemisikinan. Tidak hanya itu UMKM juga dapat 
meningkatkan   produk   skala   nasional   yaitu   peningkatan   ekspor   dan 
pemerataan pendapatan nasional. Dalam berkembangnya zaman terdapat 
lembaga pengelolaan Uasaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat 
penting untuk meningkatkan elektabilitas dari segi kelemahan yang terjadi pada 
UMKM. 
Peran    Dinas    Koperasi    dan    UMKM    Kota    Surabaya    dalam 
 




1  Orchidya Sari, Pelaksanaan Penjamin Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh 










































dan dorongan yang dapat meningkatkan UMKM unggulan. Peran yang 
dilakukan merupakan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku umkm, fasilitasi 
pengembangan usaha dan diversifikasi produk umkm, perluasan pemasaran, 
memberikan modal tambahan agar dapat meningkatkan hasil produksi, 
membina dalam kemasan produk agar dapat bersaing dengan produk-produk 
impor, memberikan sertifikat, melatih dalam meningkatkan sumber daya 
manusianya agar dapat menciptakan suatu inovasi dalam kualitas produk, 
temu bisnis yang mana dipertemukan antara retail, toko-toko modern, 
supermarket dan juga perbankan, serta promosi. 
Dalam pengembangan ini juga ada peran dari program CSR dan 
kemitraan yaitu melalui BUMN yang bekerja sama dengan para pelaku usaha 
umkm anatara lain yaitu : 
1.   PT. TELKOM 
 
2.   PT. KAI 
 
3.   PT. SIER 
 
4.   PT.PELINDO III 
 
5.   PTPN X 
 
6.   BANK JATIM 
 
7.   BANK BRI 
 
8.   BANK MANDIRI 
 
9.   BTPN














































1 Kota Surabaya 466.779 
2 Sidoarjo 328.38 
3 Gresik 306.481 
4 Mojokerto 262.651 
5 Jombang 239.182 
6 Malang 141.906 




Dari  hasil  data  yang di  rangkum  melalui  pengambilan 7 
kota/kabupaten di Jawa Timur yang menjelaskan bahwa tabel di atas maka 
dapat disimpulkan dengan jumlah kota dengan UMKM terbanyak yaitu pertama 
Surabaya, kedua Sidoarjo dan ketiga adalah Gresik. Pengambilan lokasi  
penelitian di Kota Surabaya. Selain itu Surabaya juga merupakan salah satu  
kota  yang  menjadi  pusat  UMKM  di  Jawa  Timur  dan  juga  menjadi sorotan 
Nasional. 
Dalam tahun ketahun perkembangan UMKM di Kota Surabaya 
mengalami perkembangan yang cukup pesat. Terbukti data yang dapat 
disajikan pada tabel 1.2 berikut. 







Usaha Mikro dan Kecil 
2014 27.926 25.353 
2015 28.391 25.147 
2016 28.759 26.037 
2017 29.507 26.8 
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya






































Dari tabel data 1.2 menurut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah disebutkan UKM di Surabaya 29.507 usaha. Upaya tersebut tentu 
saja tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM yang 
ada. salah satunya yang ada di Surabaya yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota 
Surabaya yang memiliki peran untuk mengembangkan potensi UMKM yang 
ada. 
Dengan adanya sumber pengelolaan tersebut semakin banyak capaian 
yang berhasil ditorehkan dan kontribusinya dalam pengembangan dan 
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Adanya peran 
pemerintah kota Surabaya dalam pengelolaan, pemberdayaan, pengembangan 
dan memfasilitasi UMKM dapat menghasilkan pertumbuhan   yang positif 
dalam perekonomian di Indonesia. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah pemerintah kota Surabaya telah memfasilitasi pelatihan teknis 
manajemen,  dan  keterampilan  untuk  pengusaha  kecil,  memberikan  modal 
bagi pelaku usaha dan fasilitas pemasaran. UMKM memeliki peranan penting 
yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melihat dari segi banyaknya 
usaha, segi ketersediaan lapangan kerja, hingga segi pertumbuhan nasional 
yang mengacu  terhadap  Produk Domestik  Regional  Bruto.  Pemberdayaan 
UMKM salah satu langkah yang menjadi acuan sebagai sumber pendapatan 
masyarakat  yang  berpendapatan  rendah,  sehingga  dapat  mengatasi 
kesenjangan dan kemisikinan,   karna UMKM merupakan basis ekonomi 
kerakyatan oleh karena itu kelompok masyarakat yang bergantung terhadap 
UMKM  dapat  mengalami  perubahan  yang  signifikan.  Kedepanya  perlu






































pembinaan terhadap masyarakat agar terciptanya suatu pembentukan karakter 
yang dapat mengetahui dalam bersaing di dunia usaha. Pembinaan juga 
dilakukan agar tercapainya para pelaku usaha dalam kepedulian antar sesama 
pelaku usaha lainnya yang dapat memperkuat kelembagaan masyarakat yang 
bertujuan mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang 
seterusnya. Pembinaan usaha kecil sangat pengaruh bagi masyarakat untuk 
meningkatkan harkat dan martabat dalam kondisi kemiskinan dan 
keterbelakangan. Di indonesia sendiri masih banyak orang-orang yang 
mememiliki pendidikan rendah sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah 
dalam menangani hal tersebut, UMKM sebagai jalan alternatif ekonomi saat ini 
perlu peran pemerintah memberikan fasilitas dalam latihan kerja usaha untuk 
meningkatkan sumber daya manusianya. Pembinaan   yang diberikan tidak 
hanya keterampilan, melainkan ilmu teknologi sehingga berpengaruh terhadap 
produktivitas sumber dayanya. 














































































































































110.338.0 123.767.8 140.363.8 178.008. 















Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya 
 
Pada data tabel 1.3 bahwa disimpulkan bahwa indikator UMKM 
Unggulan mengalami peningkatan pertumbuhan. Pada tabel di atas dapat 
diketahui bahwa pada tahun 2014-2017 adanya peningkatan jumlah tenaga 
kerja UMKM, meningkatnya sumbangan PDB UMKM, dan meningkatkan nilai 
ekspor UMKM di Kota Surabaya. 
Pada  pasal  38  UU  No.  20  tahun  2008  juga  ditegaskan,  bahwa 
kordinasi pengendalian , dan pemberdayaan UMKM ada pada menteri yang 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang UMKM. Menteri yang dimaksud dalam 
UU tersebut adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pada 
pasal 38 ayat (2) disebutkan pula, bahwa kordinasi dan pengendalian 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan secara nasional 
dan daerah yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan 
program, pelaksaanaan, pemantauan, evaliuasi, serta pengendalian umum 
terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM termasuk penyelenggaraan 
kemitraan usaha dan pembiayan UMKM. Dalam perencanaan pemerintah 
melalui presiden yang menerbitkan program KUR (kredit usaha rakyat) yang 
mana telah ditetapkan oleh presiden pada tangal 5 november 2007. Agar 
pemerintah dapat terus menggencar dalam mengurangi angka kemiskinan dan






































pengangguran. KUR juga dapat membantu UMKM melalui modal usaha2. 
Target dari KUR sendiri ialah usaha mikro kecil dan menengah yang layak 
usaha namun belum memiliki modal  yang cukup sebagaimana KUR juga 
memiliki program yang berproses dalam pengembangan dan pemberdayaan 
UMKM. Manfaat yang didapat setiap tahunya mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan dari hasil program pemerintah dalam mengupayakan 
perkembangan UMKM tersebut. Adapun upaya yang telah dilakukan pada 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap 
usaha-usaha  yang  telah  dilakukan  dalam  memenuhi  standarisasi  sesuai 
dengan aturan yang telah ditentukan. Dalam upaya tersebut Dinas koperasi juga 
melakukan tinjauan terhadap UMKM yang mengalami kesulitan dalam 
mengembangkan  usahanya      dengan  memberikan  modal,  melatih 
keterampilan, memberikan fasilitas, promosi hingga mengembangkan sumber 
daya manusia dan meningkatkan produksi. Upaya tersebut gencar dilakukan 
pemerintah untuk mengedepankan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. 
Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam mengupayakan permasalahan 
yang ada, sehingga masyarakat tidak perlu kesulitan dalam mengembankan 
usahanya. 
Saat ini UMKM memang mengungguli dari segala sektor industri lain, 
tidak menutup kemungkinan ini menjadi langkah masyarakat yang menopang 
hidupnya untuk membangun usaha yang kreatif sehingga menjadi daya tarik 




2   Intan  Nursiam,  “Kredit  Usaha  Rakyat”,  https://intannursiam.com/2009/12/11/kredit- 
usaha-rakyat.html, diakses pada 06 Juni 2017.






































bersifat ekonomi kreatif dalam setiap daerah, agar kedepan dapat meningkatkan 
suatu pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak positif terhadap  PDB  
dan  juga  hingga  ekspor  ke  luar  Negeri.  Pengembangan ekonomi kreatif 
sebagai salah satu tujuan penting yang dapat berkontribusi terhadap ekonomi 
dan bisnis supaya dapat menjadikan salah satu penguatan di suatu daerah dan 
menumbuhkan inovasi dan kreatifitas yang menjadi mutu kualitas sumber daya 
manusia sehingga adanya pembentukan citra positif. Tidak hanya sektor-sektor 
tertentu yang menjadikan patokan sebagai sumber perkembangan  ekonomi,  
melihat  segi  yang  ada  ekonomi  saat  ini  banyak sekali di topang dari usaha-
usaha kecil dan menengah. Pemerintah melalui Provinsi Jawa Timur 
menjadikan  sektor  UMKM  umggulan  sebagai  ajang bentuk revolusi industri 
4.0 dengan mengedepankan era digitalisasi. Dalam setiap tahunnya Pemerintah 
melalui Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur melakukan ajang pameran 
UMKM unggulan yang berada di 38 kota/kabupaten., dalam pameran tersebut 
merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap para pelaku usaha dan 
UMKM unggulan yang setiap tahunnya   memberikan   kontribusi   bagi   
perekonomian   di   Jawa   Timur. Sekaligus ini membuktikan eksistensi Dinas 
Koperasi dan UMKM sebagai wadah dan naungan terhadap para masyarakat 
yang berkecinambungan dalam UMKM.  Dalam  berkembangnya  UMKM  di  
kota  Surabaya  pemerintah optimis agar produk yang dihasilkan dapat bersaing 
secara pangsa pasar luas tidak  hanya  pasar  skala  nasional  melainkan  pasar  
Internasional.  UMKM sendiri  telah  menyumbang  sebanyak  54,98%  
terhadap  PDRB  (Produk






































Domestik Regional Bruto) tidak heran jika bilangan sebesar 1,071 triliun 
termasuk sumbangan terbesar pada (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB 
di Jawa Timur.3 
Permasalahan   yang   ada   ialah   dalam   masalah   modal.   Padahal 
 
pemerintah Jawa Timur sudah menerapkan sistem peminjaman modal melalui 
kredit usaha rakyat terhadap para pelaku usaha UMKM secara besar-besaran. 
Ternyata dengan adanya KUR masih banyak pelaku usaha yang belum 
mengetahui sistem KUR tersebut, dan kredit usaha rakyat yang diberikan baru 
hanya  mencapai  53,82%.4   Ada  beberapa  Bank  yang  menyediakan  kredit 
usaha rakyat yaitu, Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan 
Bank Negara Indonesia (BNI). Realisasi kredit kur di Jawa Timur pun hanya 
mencapai 15,5%.5 Sehingga kredit kur ini belum maksimal, karna kurangnya 
sosialisasi dan penguatan mental para pelaku usaha UMKM. Karenanya para 
pelaku usaha masih belum sepenuhnya untuk meminjam modal kepada bank, 
hal seperti ini di sebabkan karna kurangnya sosialisasi tentang penyaluran 
kredit dengan suku bunga rendah. Dalam hal permasalahan di atas program 
KUR dapat bertujuan membantu dalam mengatasi masalah para pelaku usaha 
UMKM dalam segi permodalan terutama mikro. Dalam keseluruhan di Jawa 







3          http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/umkm-jatim-sumbang-54-98-persen- 
terhadap-pdrb. Diakses pada 09 Agustus 2017. 
4http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/28/161700426/OJK.Realisasi.KUR.Cap 
ai.Rp.58.78.Triliun.Per.Juli.2016. Diakses pada 29 Mei 2017. 
5       http://bisnis.tempo.co/read/news/2017/02/09/087844738/menteri-darmin-sebaran-kur- 
berpusat-di-jawa. Diakses pada 29 Mei 2017.






































tersebar di seluruh Jawa Timur.6 Dalam permasalahan lain terdapat pada sisi 
pemasaran, bagi sebagian pelaku usaha mengeluhkan dengan proses pemasaran 
mengingat persaingan dalam dunia usaha sangatlah ketat. Tidak hanya itu 
kendala yang dihadapi ialah dalam meningkatkan kinerja ekspor, antara lain 
adalah masalah merk dan kemasan produk. Perlu adanya peran pemerintah  
Provinsi  dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut,  agar  para pelaku usaha 
bisa mengembangkan usahanya di dalam maupun di luar negeri (ekspor). 
Saat ini peran UMKM sangat besar bagi perekonomian di kota Surabaya 
, sehingga UMKM di andalkan untuk kemajuan perekonomian kota Surabaya. 
Dalam menghadapi era globalisasi yang sangat canggih saat perlu adanya 
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara digitalisasi. Dalam situasi ini 
membutuhkan suatu media dalam pembelajaran untuk peningkatan SDM 
dengan menciptakan suatu inovasi baru E-Learning yang di ciptakan oleh Dinas 
Koperasi dan UMKM kota Surabaya aplikasi tersebut menjadikan suatu   acuan   
dengan   Sistem   Informasi   Pembelajaran   dan   Peningkatan Wawasan 
Perkoperasian (SiJawara) hal ini bertujuan memberikan alternatif kemudahan 
dalam belajar yang murah, cepat dan mudah tanpa dibatasi  ruang dan waktu, 
sehingga  mampu menjangkau masyrakat luas yang masih awam terhadap 
koperasi. Tujuan ini juga membangun sarana ekonomi yang mampu 






6  Achmad Hendra Setiawan. Dampak Dana Bergilir bagi Usaha Mikro Kecil. Jurnal 
Aset. (Vol.11 (2): 109-115, 2009) hal 1.












































Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 
 
Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017 
 
No Keteranagan 2014 2015 2016 2017 



































Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 
 
Tabel 1.1 adalah yang menjelaskan perkembangan UMKM di Provinsi 
Jawa Timur tahun 2012-2015. Pada usaha kecil terdapat kenaikan rata-rata 
sebesar 0,50%, pada usaha menengah mengalami kenaikan dengan rata-rata 
sebesar 5,55%, dan pada usaha besar juga mengalami kenaikan setiap tahunya 
dengan sebesar 2,35%. Jika di lihat secara keseluruhan pada usaha kecil, 
menengah dan besar mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan dari 
hasil  tersebut  kenaikan  rata-rata masih  di  bawah  10% tidak  terlalu  besar 
namun perkembangan ini akan berdampak baik pada pertumbuhan 
perekonomian Jawa Timur terlihat pada setiap tahunnya mengalami 
peningkatan yang stabil.










































Sesuai penjelasan pada latar belakang di atas teridentifikasi beberapa 
permasalahan yang ada tentang peran Dinas Koperasi dalam 
pengembanagan UMKM unggulan di Jawa Timur antara lain: 
a.    Permasalahan dalam penyedian modal bagi para pelaku usaha UMKM 
 
dalam membangun usahanya. 
 
b.    Kendala dalam sistem pemasaran produk yang ingin berkembang. 
 
c. Minimnya pengetahuan sistem kredit kur dan kurangnya sosialisasi 
penyaluran kredit dengan suku bunga rendah. 
2. Batasan Masalah 
 
Sesuai dengan adanya beberapa identifikasi masalah, namun 
penelitian ini hanya membatasi pada: peran Dinas Koperasi dalam 
pengembangan UMKM unggulan di kota Surabaya 
C.  Rumusan Masalah 
 
Sesuai dengan latar belakang yang sudah di uraikan, maka ditemukan 
sebuah rumusan masalah ialah bagaimana peran Dinas Koperasi dalam 
pengembangan UMKM unggulan di kota Surabaya ? 
D.  Kajian Pustaka 
 
Beberapa penelitian tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) telah dilakukan, seperti beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh:






































1. Yuli  Rahmini  Suci  “Perkembangan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan 
 
Menengah) di Indonesia” hasil penelitiannya adalah: 
 
Dalam secera keseluruhan kesuksesan yang di alami oleh pihak 
UMKM mempunyai sebuah kelemahan yang segera di atasi dalam 
kurangnya  modal  materi  dari  seumbernya,  minimnya  dari  para  pelaku 
usaha ialah keterampilan dan pengetahuan serta dari segi pemasaran yang 
sering di temukan dalam pihak UMKM yang baru memulai dan 
mengembangkan  usahanya.  Dengan  pesatnya  persaingan  bisnis 
menjadikan ruang lingkup usaha menjadi lebih terbatas mengingat ini 
menjadikan sebuah ancaman bagi para pelaku usaha, pekerjaan ini yang 
menjadi tujuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada. 
Pertumbuhan UMKM  dari data yang dilihat tercatat pada tahun 2013 yaitu 
terdapat sebesar 9,20% atau 182 Miliar rupiah dari segi ekspor. Capai 
tersebut merupakan sebuah kebanggaan bagi UMKM mengingat hampir 
86,33% bermodalkan kemandirian. Bank baru hanya mengucurkan kredit 
hanya sebesar 13,67% yang masih didominasi oleh perbankan umum 
nasional. Ditinjau dari hasil di atas menunjukan masih ada peluang besar 
dalam kesempatan mengembangkan UMKM kedepannya. 
2. Desika  Karinayah  Suprayitno  “Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan 
 
Menengah di Kabupaten Sidoarjo” hasil penelitiannya adalah: 
 
Pemberdayaan UMKM merupakan sebuah upaya dalam membantu 
peluang usaha kecil yang mana telah diatur oleh undang-undang agar 
berdaya dalam meningkatkan sumber daya dan mengoptimalkan sumber






































daya yang ada serta dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam 
potensi yang dimiliki.7  Dalam pemberdayaan UMKM terdapat beberapa 
akses antaranya, akses permodalan, pelatihan UMKM, akses pasar, dan 
peningkatan kualitas produk. 
a. Akses permodalan adalah dapat mempermudah dalam mendapatkan 
pinjaman modal seperti di bank pengkreditan. Program Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) dan permodalan yang di sediakan oleh pemerintah. 
b. Pelatihan  UMKM adalah sebagai wadah dalam memberikan layanan 
kepada masyarakat  untuk memajukan UMKM. 
c. Akses pasar adalah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha 
dalam memasarkan produk. Salah satunya dengan mengadakan 
pameran, event dan bazar. 
d. Peningkatan dalam kualitas produk adalah para pelaku UMKM harus 
meningkatkan  efisiensi  operasional,  kualitas  produk  dan 
meningkatkan sumber daya manusianya. 
3. Fitriyatuz  Zahro “Pengembangan  UMKM  sektor  mikro di Jawa Timur 
 
pasca ASEAN Community 2015” hasil penelitiannya adalah: 
 
Peran pemerintah dalam menanggapi pengembangan  UMKM di 
Jawa Timur dengan menyongsong MEA menjadikan salah satu potensi akan 









7  Adi fahrudin 2012. Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, 
Bandung: Humaniora






































potensial.  Hal  ini  lah  menjadikan  pemerintah  Jawa  Timur  optimis 
menghadapi MEA.8 
Banyaknya UMKM yang ada di Jawa Timur merupakan suatu bentuk 
bahwa masyarakat Jawa Timur dapat menghasilkan usaha mikro kecil dan 
menengah dalam lingkup sekala besar. Pemerintah juga dapat membantu 
masyarakat dalam memberikan sebuah akses permodalan, pembinaan, 
pengembangan dan faslitas pemasaran. Hal tersebut dapat membantu para 
pelaku usaha dalam mengembangakan usahanya melalui inovasi yang ada 
pada sumber daya manusianya. 
4. Arinal   Haq   “Komunikasi   Dinas   Koperasi   Usaha  Mikro   Kecil   dan 
Menengah Kota Surabaya untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 
(MEA) 2015” hasil penelitiannya adalah: 
Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa 
Timur menyatakan bahwa faktor penghambat yang menjadi salah satu 
kendala dalam  menghadapi  persaingan  di  pasar  bebas  ialah  kurangnya 
kualitas sumber daya manusia dan sektor Koperasi dan KUKM yang 
tergolong masih rendah.9 
Perkembangan tentunya juga di saingi dengan hasil yang maksimal 
dalam upaya mengoptimalkan hasil dari persaingan di era perdagangan 
bebas. Dengan hasil ini tentu para pelaku usaha UMKM memilik daya 
 
 
8   http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/gubernur-umkm-jatim-siap-hadapi-mea. 
diakses pada 09 Agustus 2017. 
9  Sidik Nusantara Online, “Kesiapan Koperasi Dan UMKM menatap era MEA 2015” 
dalam    http://www.sidik-nusantara.com/2014/10/kesiapan-koperasi-dan-umkm-menatap-era.html, 
26 oktober 2014.






































saing dalam menciptakan usahanya. Dengan tingginya daya saing ekonomi 
tinggi agar dapat menghasilkan sebuah inovasi, memperbesar area 
pemasaran,  mengembangkan  sumber daya manusia  dan  teknologi  serta 
meningkatkan kualitas produk yang di hasilkan. 
5. Adi   Raselawati   “Pengaruh   Perkembangan   Usaha   Kecil   Menengah 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM di Indonesia” hasil 
penelitiannya adalah: 
Pada penelitian ini sektor UKM sangat dominan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia terutama ekspor UKM, dalam hasil ini 
memeliki persamaan dengan teori beberapa ahli ekonomi David Ricardo, 
Adam Smith dan Mill yang menunjukan bahwa dalam perdagangan luar 
negeri dapat memberikan kontribusi melalui sumbangan yang dapat 
menghasilkan atau mempercepat perkembangan ekonomi di suatu negara. 
Pada   tahun   2000-2009   ekspor   UKM   dan   investasi   UKM   sangat 
berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
6. Amin  Dwi  Ananda  dan  Dwi  Susilowati  “Pengembangan  Usaha  Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang” 
hasil penelitiannya adalah: 
Pengembangan yang di lakukan pada UMKM yang ada di kota 
malang yaitu dengan melihat sisi kekuatan, kelemahan, aancaman dan 
peluang pada sektor UMKM unggulan yang ada pada industri kreatif. 
Indsutri kecil yang menjadi ekonomi kreatif berkontribusi besar bagi 
pendapatan nasional.






































Melihat dari sisi yang ada pada UMKM di kota Malang bahwa 
industri kecil berperan besar seperti halnya ekonomi kreatif, tidak hanya 
indsutri menengah dan besar, aspek ini di lihat dari hasil kontribusi yang 
sangat besar bagi pendapatan daerah, dan pengembangan yang dilakukan 
terbilang sukses karena para pelaku usaha dapat mempertahankan usaha 
mereka walaupun terbilang hanya industri kecil. Karenannya pengaruh 
ekonomi kreatif dapat meningkatkan industri kecil menjadi industri yang 
bisa bersaing dengan usaha menengah dan besar karena produk-produk 
industri kecil atau ekonomi kreatif tidak hanya bersaing di dalam nengeri 
melainkan juga luar negeri yaitu ekspor. 
E.  Tujuan Penelitian 
 
Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dalam 
pengembangan UMKM unggulan di kota Surabaya. 
F.  Kegunaan Hasil Penelitian 
 
Berdasarkan hasil penelitian peran Dinas Koperasi dalam 
pengembangan UMKM unggulan di kota Surabaya terdapat beberapa manfaat 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Umum 
 
Hasil penelitian ini dapat di harapkan sebagai wawasan dalam 
membangun usaha, khususnya dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM) unggulan. Dan juga dapat di harapkan penelitian 
ini  menjadikan  sebagai  acuan  dalam  hidup  agar  dapat  menjalankan






































pentingnya membuka usaha dalam  menekan  pengangguran  dan  tingkat 
kemiskinan. 
2. Manfaat bagi pihak UMKM 
 
Hasil  penelitian  diharapkan  menjadikan   solusi,  motivasi  dan 
inovasi dalam mengembangkan usaha, dan dapat bersaing secara sehat 
dalam mengedepankan produk unggualan. Terlebih dalam meningkatkan 
usaha yang ditekuni agar mendapatkan potensi yang dicapai. Dan 
menjadikan usaha yang kompetitif dalam negeri maupun luar negeri 
(ekspor). 
3. Manfaat bagi Pemerintah Surabaya 
 
Hasil penelitian ini berharap agar pemerintah dapat memberikan 
bantuan  secara  menyeluruh  dalam  dunia  usaha  terutama  UMKM.  Dan 
dapat membantu segala permasalahan dan kendala yang di alami oleh para 
pelaku usaha yaitu dari segi modal, pemasaran, wawasan, informasi 
perkembangan teknologi dan pasar. 
4. Manfaat untuk peneliti selanjutnya 
 
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  ilmu  pengetahuan 
serta pengenalan terhadap peneliti selanjutnya tentang bagaimana peran 
Dinas Koperasi dalam pengembangan UMKM unggulan di kota Surabaya. 
Agar dapat dijadikan kedepannya sebagai bahan dalam pertimbangan dan 
dikembangkan lebih lanjut tentang peran pemerintah dalam 
mengembangkan UMKM ungulan di kota Surabaya . Dan dapat dijadikan 
bahan refrensi untuk peneliti selanjutnya.






































G. Definisi Operasional 
 
Definisi konsep bertujuan untuk memberikan memberikan arahan 
penelitian supaya melakukan suatu penelitian, maka dari itu dapat disusun 
definisi konsep yang dijadikan acuan penelitian, yaitu: 
1. Peran Dinas Koperasi 
 
Peran Dinas Koperasi selama ini memberikan dukungan dan bantuan  
terhadap  masyarakat  dalam  menciptakan  ekonomi  kerakyatan harus 
dengan menggunakan model koperasi. Tidak hanya itu, peran Dinas 
Koperasi juga memberikan pendidikan, pelatihan dengan memberikan 
fasilitas  agar  dapat  menciptakan  sebuah  organisasi  yang menjadi  basis 
kerakyatan. 
Dinas Koperasi juga sebagai wahana bagi membangun rakyat, 
dengan ini dapat adanya ekonomi kerakyatan bagi sebuah kemajuan 
perekonomian Indonesia, peran Dinas Koperasi dalam pengelolaan, 
pemberdayaan, pengembangan dan memfasilitasi UMKM dapat 
menghasilkan pertumbuhan    yang positif dalam perekonomian di Indonesia. 
Dinas Koperasi telah memfasilitasi pelatihan teknis manajemen, dan 
keterampilan untuk pengusaha kecil, memberikan modal bagi pelaku usaha 
dan fasilitasi pemasaran. 
2. Peran Dinas dalam pengembangan UMKM Unggulan 
 
Peran Dinas Koperasi dalam pengembangan UMKM menjadikan 
salah satu perhatian besar bagi pemerintah, dikarenakan industri ini yang 
dapat mengungguli suatu perkenomian indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan






































Menengah  adalah  salah  satu  bagian penting  dari  perekonomian  daerah 
yang ada di Indonesia. 
Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Koperasi kota Surabaya 
terus gencar dalam melakukan pengembangan UMKM Unggulan, 
Pengembagan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan   sebagaimana 
UMKM memberikan kontribusi besar bagi PDRB. Mengingat era globalisasi 
yang sangat canggih saat ini perlu adanya perkembangan dan pertumbuhan 
ekonomi secara digitalisasi, dalam perkembangan ini pemerintah   
menciptakan   suatu   inovasi   bagi   UMKM   agar   dapat kedepannya 
UMKM menjadi motor penggerak pereknomian. Inovasi tersebut tidak 
hanya di dukung dengan pelatihan, pembinaan, pemberdayaan, pengelolaan, 
modal,  dan  fasilitas pemasaran, melainkan menciptakan suatu aplikasi 
yang bernama E-Learning bagi para pelaku usaha.    Aplikasi tersebut juga 
mepunyai tujuan agar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam suatu 
proses belajar yang mudah dan cepat. Sistem Informasi Pembelajaran dan 
Peningkatan Wawasan Perkoperasian (SiJawara) hal ini bertujuan 
memberikan alternatif kemudahan dalam belajar yang murah, cepat dan 
mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga   mampu   menjangkau 
masyrakat luas yang masih awam terhadap koperasi. Tujuan ini juga 
membangun sarana ekonomi yang mampu tumbuh dan berkembang secara 
bersama. Terbentuknya  inovasi  tersebut  agar  menumbuhkan  pola  
pembelajaran dalam rangka pola peningkatan SDM masyarakat Jawa 
Timur.  Dalam hal






































ini dapat menjadikan suatu pertumbuhan dan perkembangan bagi 
perekonomian Indonesia, sehingga UMKM menjadikan unggulan dan 
andalan dalam pendapatan nasional di Jawa Timur. 
3. UMKM Unggulan 
 
H. Metode Penelitian 
 
1. Lokasi Penelitian 
 
Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM kota 
Surabaya dan Kampung Kue, Rungkut Lor, Kecamatan Kali Rungkut, 
Surabaya   dimana titik pengambilan data penelitian tentang peran Dinas 
Koperasi dalam pengembangan UMKM Unggulan di kota Surabaya. 
2. Tipe penelitian 
 
Penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif dengan suatu penjabaran 
deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 
gambaran  agar  mampu  memahami  dan  menjelaskan  bagaimana  peran 
Dinas   Koperasi   dalam   pengembangan   UMKM   Unggulan   di   kota 
Surabaya. Metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang bisa 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat kita amati. 
Data yang sudah terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang 
diperoleh bisa melalui suatu pengumpulan data primer seperti observasi, 
studi pustaka, wawancara, dan pengumpulan data sekunder contohnya 
seperti  data  pendukung  yang  diperoleh  dari  dokumen  atau  arsip  yang






































sudah  ada  atau  literatur  tulisan  yang  sangat  berkaitan  dengan  judul 
penelitian. 
3. Sumber Data 
 
a.  Data Primer 
 
Data primer adalah suatu data yang didapat secara langsung dari 
narasumber atau langsung dari lapangan yang termasuk data empiris, 
yaitu berupa wawancara dengan pihak atau informan yang 
berpengalaman  yang bersumber dari hasil  data serta informasi  yang 
dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan tersebut adalah 
pihak Dinas Koperasi dan UMKM kota Surabaya , pekerja dan pelaku 
usaha UMKM. 
b. Data Sekunder 
 
Data sekunder adalah sumber data yang didapat melalui buku, 
wawancara, jurnal dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan 
langsung pada penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh 
secara tidak langsung dari objek yang di teliti, antara lain yaitu dengan 
melakukan sebuah studi refrensi, kepustakaan, dan arsip atau laporan 
seperti: 
1)   Data-data tentang UMKM ungulan di kota Surabaya 
 
2)   Data-data mengenai pengembangan UMKM unggulan. 
 
3) Data-data   yang   lain   yang   di   peroleh   langsung   dari   Desa, 
Kecamatan dan instansi lain yang terkait.






































4. Informan Penelitian. 
 
Informan Penelitian merupakan salah satu anggota suatu kelompok 
partisipan yang berperan sebagai pengarah serta penerjemah pelaku yang  
terlibat  langsung  dengan  permasalahan  penelitian.  Informan dalam 
penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat 
secara langsung. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling,  yaitu suatu teknik sample secara subjektif dengan tujuan 
atau maksud tertentu, yang menganggap bahwa suatu informan yang 
diambil tersebut memiliki informan yang diperlakukan bagi penelitian 
yang sedang dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
 
a.   Pegawai dinas koperasi dan umkm kota Surabaya 
b.   Pelaku usaha/pemilik umkm 
c.   Pegawai/pekerja umkm 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a.  Dokumentasi dan Arsip 
Dokumentasi merupakan metode dalam mencari data yang 
berhubungan  dengan  sebuah  catatan  yang  berupa  variabel.  Catatan, 
buku, surat kabar, majalah, media masa, transkip dan lainnya. Penelitian 
ini menggunakan penelitian terdahulu, dimana peneliti mengumpulkan 
data dari hasil penelitian terdahulu dari jurnal dan buku. Metode dokumen  
merupakan  suatu  metode  pengumpulan  data  yang  berasal






































bukan dari manusia. Dokumen yang sesuai dengan bidang penelitian ialah 
sumber data yang begitu penting untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan dalam suatu penelitian. Beberapa dokumen yang terpilih 
adalah dokumen tertulis film, audio visual, data statistik, penelitian 
terdahulu, dan karya ilmiah. 
b. Wawancara 
 
Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui interview 
langsung dengan pelaku. Wawancara digunakan agar supaya penelitian 
tetap pada fokus penelitian. Penelitian menggunakan dengan seputar 
pertanyaan yang diajukan kepada pelaku langsung dengan masalah 
penelitian. 
Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian adalah jenis 
wawancara terstruktur, dengan wawancara seperti ini dapat bersifat 
fleksibel dan juga menyesuaikan dengan kondisi lapangan tetapi tetap 
dengan adanya pedoman dari awal wawancara sebagai acuan supaya 
proses penelitian tetap berjalan sesuai pada tujuan penelitian. Dalam 
wawancara  semi  terstruktur  ialah  seputar  pertanyaan  yang  berfokud 
pada inti pertanyaan yang di maksud dengan in-dept interview.10 
d. Observasi 
 
Observasi suatu kumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 
langsung terhadap suatu objek penelitian yang dilakukan secara 
sistematis  dan  dengan  sengaja.  Teknik  pengumpulan  data  dengan






































observasi   digunakan   apabila   peneliti   berkenaan   dengan   perilaku 
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 
tidak terlalu besar.11 
6. Analisis Data 
 
Teknik   analisis   data   ialah   data   yang   sudah   terumpul   akan 
dikerjakan secara deskripti kualitatif, data akan diuraikan serta dijelaskan 
menggunakan kalimat, kata yang diperoleh dari hasil kualitatif maupun 
kuantitatif. Progres analisi data dilakukan melalui tahap identifikasi sesuai 
kelompok pengelola dan mengintepretasikan data yang diperoleh. 
Selanjutnya dilakukan dengan reduksi, abstraksi, dan menganalisis keabsaan 
data. Data yang diberikan merupakan data yang berbentuk tabel dan skema. 
I.   Sistematika Pembahasan 
 
Dalam menyusun penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
BAB I                  Pendahuluan 
 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi 
serta batasan masalah, kajian pustaka, rumusan maslah, 
tujuan   penelitian,   kegunaan   hasil   penelitian,   definisi 










11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta,2009), 145.






































BAB II                 Kerangka Teoritis 
 
Bab ini mendeskripsikan data landasan teori tentang 
Pengertian UMKM, Dinas Koperasi dan Pertumbuhan 
Ekonomi yang merupakan dari penelitian tentang peran 
Dinas Koperasi dalam pengembangan UMKM unggulan di 
kota Surabaya. 
BAB III               Penyajian Data 
 
Bab ini berisikan tentang seting penelitian yakni gambaran 
singkat tentang Dinas  Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah, pelaku UMKM yang merupakan hasil dari 
pengembangan dan pemberdayaan   Dinas Koperasi dan 
UMKM dan deskripsi tentang data penelitian. 
BAB IV               Analisis Data 
 
Bab  ini  menguraikan  analisis  pada  data  penelitian  yang 
telah dijelaskan untuk menjawab rumusan masalah, 
menafsirkan serta mengintergrasikan penelitian tersebut. 
BAB V                Penutup 
 
Bab ini merupakan bagian terakhir yang menguraikan 
kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan saran 
penelitian.











































A.  Konsep UMKM 
 
1. Pengertian UMKM 
 
UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 
 
Tahun 2008 tentang UMKM.12 Pada pasal 1 Undang-Undang No.20 Tahun 
 
2008  bahwasanya  dalam  pasal  Undang-Undang  tersebut  menguraikan 
usaha mikro adalah usaha kecil yang produktif milik perorangan dan atau 
milik badan usaha perorangan yang memiliki kriteri usaha mikro sesuai 
aturan pada Undang-Undang di atas.13  Usaha mikro adalah usaha kecil 
yang berdiri sendiri atau perorangan atau milik badan usaha sendiri yang 
merupakan  salah  satu  usaha  ekonomi  produktif.  Baik  dikuasai  atau 
menjadi bagian, langsung maupun tidak langsung, mulai usaha menengah 
atau usaha besar yang sesuai dengan kriteria usaha mikro atau kecil yang 
mana telah dimaksud pada UU.14 
Dalam   Undang-Undang   yang   telah   diatur   oleh   pemerintah 
 
Republik Indonesia dimana telah diterapkankriteria tentang UMKM yang 
mana telah tercantum pada pasal 6 yang mana aset belum termasuk berupa 
tanah dan bangunan usaha atau nilai kekayaan bersih, atau hasil penjualan 





12Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16. 
13 Ibid, hal.17. 










































a. Usaha mikro adalah usaha  yang memliki aset sebesar Rp. 50 juta 
belum termasuk dengan tanah dan bangunan usaha, dimana hasil 
penjualan dalam setahun sebesar Rp. 300 juta 
b. Usaha kecil yang mempunyai aset sebesar Rp. 50 juta sampai dengan 
Rp. 500 juta belum termasuk dengan tanah dan bangunan usaha dan 
sudah  mempunyai  hasil  penjualan  dalam  setahun  sebesar  Rp.  2,5 
Milyar 
 
c. Usaha menengah  adalah  usaha  yang memiliki  aset  kekayaan  lebih 
sebesar Rp. 500 sampai dengan sebesar Rp. 100 milyar dan dalam 
hasil penjualan tahunan sebesar Rp. 2,5 milyar sampai dengan Rp. 500 
milyar.15 
UMKM merupakan sektor industri sekaligus pelaku utama bagi 
 
pembangunan Indonesia dalam masa depan. Hal ini dapat dilihat UMKM 
dalam melakukan kemandirian yan terlihat dari kemampuan dan 
perkembangannya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah salah satu 
bentuk wujud ekonomi yang juga berkontribusi bagi pembangunan 
Indonesia, antara lain yaitu adalah keterbatasan lapangan kerja, tingkat 
pengangguran, dan tingkat kemisikinan. 
Dalam melakukan penguatan pada struktur perekonomian nasional 
perlu melakukan pemberdayaan pada UMKM yang strategis dan 
mengantisipasi masalah yang ada untuk menguatkan ekonomi kedepannya. 





15 Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.






































nasional dan akan berimbas pada usaha-usaha besar tak terkecuali di sisi lain 
justru UMKM dapat bertahan dengan keterbatasan dan kemampuan di saat 
situasi krisis ekonomi. 
Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah ingin mewujudkan 
UMKM unggulan yang dan mandiri yang mempunyai sifat daya saing tinggi 
serta berperan dalam produksi, distribusi, bahan baku dan permodalan yang 
dapat bersaing dalam pasar bebas. 
UMKM merupakan suatu usaha yang dapat berdiri sendiri atau 
mandiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha di seluruh sektor 
ekonomi.  Yang  membedakan  pada  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan 
besar adalah permodalan yang dilihat melalui aset awal yang belum 
termasuk tanah dan bangunan, serta pendapatan selama setahun. Definisi 
UMKM sendiri adalah berdasarkan pada Undang-Undang N0. 20 Tahun 
2008 tentang UMKM, yang mana sebagai berikut. Usaha mikro adalah usaha 
produktif milik orang perorangan  atau babdan usaha perorangan yang 
telah memenuhi kriteria dalam usaha mikro yang telah diatur dalam Undang-
Undang. Definisi ini dapat ditentukan tiga alat ukur menurut dari beberapa 
perbedaan pandangan negara. Disini sangatlah sulit dalam menentukan dan 
membandingkan peran dan pentingnya UMKM antar negara.16 Usaha kecil 
adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh 
orang perorangan atau badan usaha yang merupakan 




16Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, 
(Jakarta: LP3S, 2012), hal. 11.






































dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari 
usaha menengah atau usaha besar  yang telah  memenuhi kriteria usaha 
kecil bagaimana dimaksud dalam undang-undang. Usaha menengah adalah 
usaha ekonomi produkif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung 
maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 
dalam undang-undang. 
2. Kriteria UMKM 
 
Dalam  Undang-Undang  yang  di  atur  Nomor  20  Tahun  2008 
 
UMKM memiliki kriteria berikut : 
 
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik badan usaha atau perorangan 
yang memiliki kriteria berikut ini: 
1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha. 
2) Memiliki   hasil   penjualan   tahunan   paling   banyak   sebesar   Rp. 
 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
 
b. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri secara mandiri, 
dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang bukan anak cabang 
perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi






































bagian  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau 
usaha besar yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 
1) Memiliki kekayaan bersih sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) hingga paling besar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
2) Memiliki hasil penjualan lebih tahunan dari Rp. 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan sebebsar Rp. 2.500.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus juta rupiah). 
c. Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berdiri secara mandiri, 
yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang bukan anak 
perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau 
menjadi bagian langsung maupun tidak langsung bersama usaha usaha 
kecil atau usaha besar yang sesuai dengan kriteria berikut: 
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling besar Rp. 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha. 
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling besar Rp. 
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).17 
Definisi  UMKM  menurut  BPS  ialah  dihitung  berdasarkan  kuantitas 





17Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.






































hingga 19 orang, usaha menegah ialah usaha yang mempunyai tenaga 
kerja 20 hingga 99 orang. Menurut keputusan Menteri keuangan Nomor 
316/KMK 016/1994 tgl 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil ialah Usaha 
perorangan atau badan usaha yang sudah melakukn usaha dan memiliki 
penghasilan atau omset per th paling besar Rp 600.000.000 atau asset 
(aktiva) Rp 600.000.000 (belum termasuk tanah dan bangunan usaha). 
Contohnya  seperti  Koperasi,  Firma,  CV  dan  PT  yang  merupakan 
bentuk  badan  usaha.  Sedangkan  contoh  usaha  perorangan  seperti 
pengrajin industri rumah tangga, nelayan, peternak, penjual barang dan 
jasa dan yang lainnya.18 
3. Klasifikasi UMKM 
 
Pada perkembangannya kelompok usaha yang mempunyai jumlah 
paling besar terbukti tahan pada berbagai macam masalah salah satunya 
seperti krisis ekonomi. Maka dari situ kelompok UMKM harus bekerja sama 
antar kelompok untuk menguatkan satu sama lain. Beberapa klasifikasi 
UMKM:19 
a.  Livelhood  Activities,  ialah  UMKM  yang  berfungsi  sebagai  peluang 
 
usaha  untuk  mencari  nafkah,  dimana  sering  disebut  sebagai  sektor 
informal. Contohnya ialah pedagang kaki 5. 
b. Micro  Enterprise,  ialah  UMKM  yang mempunyai  kreatifitas  namun 
 





19Ade Resalawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan 
ekonomi pada sektor UKM Indonesia, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 31.






































c. Small Dynamic Enterprise, ialah UMKM yang mempunyai jiwa 
kewirausahaan dan sanggup menerima pekerja subkontrak sampai ekspor. 
d. Fast   Moving   Enterprise,   ialah   UMKM   yang   mempunyai   jiwa 
kewirausahaan dan salah satu UMKM yang akan melakukan perubahan 
dari usaha kecil berubah ke usaha besar. 
4. Peranan UMKM 
 
Kemajuan  UMKM  dalam  memainkan  perannya  dalam 
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat diakui mulai dari negara 
berkembang sampai negara maju. Di negara maju UMKM dianggap penting,  
kontribusinya  pada  penyerapan  tenaga  kerja  dibilang  paling banyak dari 
pada usaha besar, dan terbukti di negara yang sedang berkembang,   peran 
UMKM juga bisa dilihat dari seberapa besar sumbangannya terhadap PDB 
yang melebihi kontribusi dari usaha besar.20 
5. Karakteristik Usaha Mikro 
 
Usaha kecil di Indonesia memiliki pasar luas dan berpotensi untuk 
mudah dikembangkan, sumber daya manusia sangat besar dan bahan baku 
mudah diperoleh yang merupakan faktor pendukung untuk berkembanganya 
usaha kecil. Namun disini perlu melakukan beberapa hal dalam 
perkembangan usaha kecil rumahn seperti: pengelolaan manajemen yang 
baik untuk perkembangan usaha, meminimalisir kegagalan melalui 





20Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, hal. 1






































penunjang usaha yang keberlanjutan, efisien dan efektif dalam melakukan 
produksi, dan untuk mendapatkan keberhasilan perlu adanya inovasi dan 
terobosan baru dalam mengelola suatu usaha. 
Pandji Anaroga dalam bukunya dijelaskan secara umum tentang 
karakteristik sektor usaha sebagai berikut:21 
a. Sistem pembukuan administrasi sederhana dan tidak mengikuti aturan 
pembukuan administrasi standar dan tidak up to date sehingga 
kinerjanya tidak berjalan dengan baik. 
b.    Margin usaha yang tidak dapat mengikuti persaingan pasar. 
c.    Modal minimal. 
d.    Pengelolahan usaha dan pengalaman manajerial sangat minim. 
 
e. Tidak  mampu  menekan  biaya  untuk  jangka  panjang  karena  skala 
ekonomi yang terlalu kecil. 
f.    Kurangnya kemampuan negoisasi dan managemen pemasaran. 
 
g. Sistem  administrasi   yang  terbatas  sehingga  hanya  mendapatkan 
sumber dana dari pasar modal terndah. Perusahaan harus transparan dan 
mengikuti sistem administrasi untuk dapat bergabung dipasar modal. 
Kelemahan  usaha  mikro  yang  sifatnya  potensial  menimbulkan 





21Pandji  Anoraga,  Ekonomi  Islam Kajian  Makro  dan  Mikro,  (Yogyakarta: PT.  Dwi 
Chandra Wacana 2010), hal. 32 
22Pandji  Anoraga,  Ekonomi  Islam  Kajian  Makro  dan  Mikro,  (Yogyakarta: PT.  Dwi 
Chandra Wacana 2010), hal. 33






































6. Kekuatan dan Kelemahan UMKM 
 
Pada  masa  yang  akan  datang  UMKM  mempunyai  kekuatan 
potensial yang akan menjadi andalan diantaranya sebagai berikut: 
a. Penyerapan tenaga kerja dan penyedian lapangan kerja pada peran 
industri kecil perlu diperkirakan, diperhitungkan sampai menyerap 
hingga 50% tenaga kerja yang terseda. 
b. Adanya  keberadaan  UKM  baru  terbukti  dapat  menunjang  tumbuh 
kembangnya suatu usaha. 
c.  Melakukan manajemen sederhana, flesibel pada perubahan pasar, dan 
mempunyai segmen usaha yang unik. 
d. Industri kecil dapat memanfaatkan  sumber daya alam sekitar mulai dari 
mengola hasil limbah industri besar sampai industri yang lainnya. 
e. Pelatihan dan pembinaan dilakukan untuk menggambarkan bahwa 
industri kecil memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan mampu 
untuk mengait sektor lain. 
Kelemahan,  merupakan  faktor  permasalahan  dan  penghambat 
 
UMKM yang terdiri dari 2 faktor: 
 
a.  Faktor Internal 
 
Faktor Internal, ialah masalah klasik dariUMKM yaitu sebagai 
berikut: 
1) Minimnya pengetahuan sumber daya manusia.






































2) Pengusaha industri kecil terkendala dalam pemasaran produk yang 
akhirnya memprioritaskan aspek  produksi, namun kurang mampu 
dalam mengakses fungsi-fungsi pemasaran. 
3) Kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk industri kecil 
 
4) Kurangnya  modal  pada  Industri  Kecil  yang  lebih  memanfaatkan 
modal sendiri dimana jumlahnya relatif lebih kecil. 
b. Faktor Eksternal 
 
Faktor eksternal ialah masalah yang datang dari pihak pembina 
dan pengembang UMKM. Seperti pemberian solusi yang tidak sesuai dan 
tidak adanya pengawasan dan program yang berkelanjutan. 
Dari  dua  faktor  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kesenjangan 
antara faktor internal dan eksternal adalah dari sisi BUMN, perbankan, 
sampai lembaga pendampingnya mampu memberikan kredit untuk pihak 
UMKM yang mampu memenuhi ketentuan yang diberikan. Dari sisi lain 
UMKM juga mendapat kesulitan untuk menentukan lembaga yang bisa 
membantu dengan keterbatasn  yang dimiliki dan kondisi tersebut terus 
berlangsung meskipun berbagai usaha telah dilakukan utk memudahkan 
pelaku UMKM mendapatkan pinjaman, dan ini sudah berlangsung hingga 
20 th. 
 
Berbagai lembaga atau institusi memiliki fungsi yang sama, namun 
tidak   dapat   berkoordinasi   dan   bekerja   secara   individu   mulai   dari 
perbankan, BUMN, LSM, perusahaan swasta, sampai departemen. Disisi






































lain     keterbatasan  UMKM  inilah  yang  menjadi  nilai  tambah  dalam 
menopang perekonomian nasional. 
B.  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
 
Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar 
solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu yang pernah berkembang  
sejak  awal  sejarah  manusia  sampai  pada  awal  revolusi industri di Eropa 
pada akhir abad 18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi 
Historis atau Koperasi Pra-Industri. Koperasi modern didirikan pada akhir  
abad 18, terutama sebagai  jawaban  atas masalah- masalah sosial yang 
timbul selama tahap awal revolusi industri. 
Sejak saat itu koperasi telah banyak mengalami perubahan baik 
dari segi nama, tugas dan funsi, juga struktur organisasi. Perombakan 
terhadap  koperasi  dilakukan  karena disesuaikan  dengan  perkembangan, 
keadaan dan kebutuhan. Dengan berkembangnya usaha koperasi dan 
kompleksnya masalah yang dihadapi dan ditanggulangi. 
C.  Konsep Pertumbuhan Ekonomi 
 
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 
 
Pertumbuhan   ekonomi   adalah   kegiatan   peningkatan   output 
produksi, yang diukur dengan menggunakan PDB atau PDRB dalam lingkup 
wilayah.23 
Pertumbuhan ekonomi ialah terjadinya kenaikan output perkapita 
 





23Ismayanti, Pengantar Pariwisata, (Jakarta: PT Grafindo, 2010), hal. 4






































proses,  dan  jangka  panjang.  Dari  aspek  dinamis,  perekonomian  dapat 
dilihat   perkembanganya   atau   perubahannya   dari   waktu   ke   waktu. 
Perubahan atau perkembangan tergantung pada tekanan itu sendiri.24 
Peningkatan  output  agregat  atau  pendapatan  rill  dapat  diartikan 
 
sebagai pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penggunaan input dalam jangka  
panjang  dapat  digunakan  sebagai  hitungan  kedua  peningkatan diatas 
dapat di hitung melalui perkapita. Pertumbuhan ekonomi juga dapat 
diumpakan   sebagai   perubahan   kondisi   ekonomi   suatu   negara   yang 
berkaitan selama beberapa periode terntu.25 
Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) ialah suatu fenomena 
 
ekonomi dimana perkembangan barang dan jasa yg diproduksikan kepada 
masyarakat  bertambah  serta  kemakmuran  yang  meningkat.     Masalah 
makro ekonomi ialah pertumbuhan ekonomi yang bermasalah. 
Pembangunan daerah yang dikerjakan secara tepat akan meningkatkan 
pembangunan   nasional.    Keberhasilan   pembangunan   daerah   dalam 
beberapa dekade adalah nilai ukur laju pertumbuhan ekonomi di suatu 
daerah. Kenaikan GDP dan PDRB dapat digunakan sebagai patokan 
pembangunan ekonomi daerah. pembangunan ekonomi daerah ialah suatu 
proses adanya intervensi pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam 
mengelola  sumber  daya  yg  ada  dan  membentuk  pola  kemitraan  ntara 





24Rahardjo Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan 
Pertumbuhan Wilayah: Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 1 
25Robinson Tarigan, Ekonomi Regional, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 46.






































merangksang perkmbangan kegiatan ekonomi di suatu wilayah.26  Proses 
tersebut   menciptakan   terbentuknya   institusi-institusi   baru,   perbaikan 
jumlah tenaga kerja, pembangunan infustri alternatif untuk menciptakan 
produk dan jasa yang lebih baik. 
Menurut Smith dan Tadaro pertumbuhan ekonomi ialah proses 
meningkatnya jumlah produksi dalam suatu perekonomian secara berturut- 
turut atau berkesinambungn dalam jangka panjang yang menciptakan tingkat 
output dan pendapatan nasional semakin lama semakin besar. Terdapat  3  
faktor  utama  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi disuatu negara, 
yakni:27 
a.  Akumulasi Modal 
 
Ketika suatu pendapatan di masa sekarang yang ditabung 
kemudian diinvestasikan utk tujuan memperbesar output di masa 
mendatang akan menciptakan terjadinya akumulasi modal. Bangunan, 
mesin,  peralatan,  serta  barang-barang  baru  akan  meningktkan  stok 
modal (capital stock) jumlah rill semua barang modal produktif secara 
fisik adalah fisik suatu negara, dimana pada suatu saaat barang tsb akan 
memungkinkan negara dapat mencapai tingkat output yg lebih besar.28 
b. Pertumbuhan Penduduk 
Faktor positif yang merangsang pertumbuhan ekonomi ialah 
pertumbuhan penduduk serta hal hal yang berhubungan dengan naiknya 
 
 
26Amri Amir, Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi di Indonesia, (Jurnal 
Kajian Ekonomi,Vol. 1, No. 02 Januari 2013), hal. 15 
27Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 
2015), hal. 270. 
28Ibid, hal. 270.






































jumlah tenaga kerja secara tradisionl. Maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa; semakin besar jumlah tenaga kerja berarti pasokat tenaga kerja 
semakin banyak, dan semakin banyak jumlah penduduk yang 
meningkatkan pasar domestik.29 
c.  Kemajuan Teknologi 
 
Para ekonom berfikir, majunya suatu teknologi ialah faktor yang 
paling baik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, 
kemajuan suatu teknologi disebabkan adanya inovasi baru atau cara 
lama yang diperbaiki untuk melakukan kegiatan pekerjaan tradiosional, 
seperti cara membuat pakaian, membangun rumah, sampai cara menanam 
padi. Terdapat tiga macam klasifikasi mengenai kemajuan tekonologi   
yakni:   kemajuan   teknologi   menghambat   tenaga  kerja, bersifat netral 
dan menghambat modal.30 
Simon    Kuznet    pada    kuliahnya    dalam    Peringatan    Nobel 
 
mendefinisikn  pertumbuhan ekonomi sebagai: “kenaikan jangka panjang 
dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis 
barang-barang   ekonomi   kepada   penduduknya”   kemampuan   tersebut 
tumbuh seiring berkembangnya teknologi, dan penyesuaian idiologis dan 
kelembagaan yang diperlukan. Definisi  tersebut mempunyai 3 komponen: 
pertama, pertumbuhan ekonomi bangsa dapat dilihat dari meingkatnya 
secara terus menerus jumlah persediaan barang; kedua, teknologi maju 




29Ibid, hal. 271 
30Ibid, hal. 275.






































dalam menentukan derajat pertumbuhan ekonomi; ketiga, penggunaan 
teknologi yang efisien dan luas memerlukan penyesuaian pada bidang 
ideologi dan kelembagaan sehingga menghasilkan inovasil ilmu 
pengetahuan yang bisa dimanfaatkan secara tepat. Contohnya ialah 
teknologi modern, tidak cocok dengan pola keluarga besar, corak desa, usaha 
keluarga, serta buta hurup.31 
Untuk mengukur prestasi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 
 
perkembangan sautu perekonomian. Alat ukur yang tepat untuk mengukur 
kemajuan suatu perekonomian, antara lain yakni PDB atau ditingkat regioanl 
disebut PDRB yakni jumlah barang jasa yg dihasilkn oleh suaru 
perekonomian dinyatakan sebagai harga pasar dan dalam jangka waktu 
satu tahun. 
Menurut ekonom klasik, terdapat dua faktor utama yang 
mempengaruhi pertumbhan ekonomi secara klasik  yankni  pertumbuhan 
penduduk dan pertumbuhan output total. Produktivitas sektor sektor dalam 
menggunakan  faktor  faktor  produksinya  sangat  mempengaruhi 
pertumbhan  ekonomi.  Kenyataan  tersebut  meninggalkan  sebuah 
pertanyaan, dimana pertumbuhan terus meningkat dari th ke th namun 
tidak diikuti dengan turunnya angka pengangguran, atau pengangguran yang   
jurstri   terus   meningkat   tiap   tahunnya.   Padahal   secara   teori 
pertumbhan  ekonomi  menurut  pandangan  para  ekonom  klasik  yang 




31M.L. Jhingan; penerjemah D.  Guritno, “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”, 
(Jakarta: Rajawali, 2014), hal. 57.






































dan John Stuart Mill, maupun ekonom Neo- Klasik antara lain Robert Solow 
dan Trevor Swan, pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi  
pertumbhun  ekonomi,  yakni  a)  jumlah  penduduk,  b) jumlah stok  barang 
modal,    c) luas  tanah  dan  kekayaan  alam,  dan  d) tingkat teknologi yang 
digunakan.32 
Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja adalah faktor positif dan 
 
salah satu unsur penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah 
angkatan kerja yang besar akan menciptakan bertambahnya tenaga 
produktif. Sedangkan jika penduduk bertambah mak pasar domestik akan 
meluas. Namun kenyataannya ketika pertumbuhan penduduk sangat cepat 
akan memberikan dampak negatif tergadap perkemvangan ekonomi, 
sehingga perlu dikembangkan sistem perekonomian yang dapat 
menyediakan dan memperkerjakan secara produktif sebagai tenaga kerja.33 
Pertumbuhan  yang  bersifat  endogen  dapat  di  analisis  melalui 
 
kerangka teoritis dari teori pertumbuhan baru. Pertumbuhan ekonomi ialah 
hasil dari sistem ekonomi. Kemajuan teknologi ialah hal yg endoge, 
pertumbuhan   yang   dilakukan   oleh   pelaku-pelaku   ekonomi   adalah 
keputusan untuk melakukan investasi pengetahuan. 
Hal yang berkaitan dengan naiknya jumlah angkatan kerja (labor 
force) dan laju pertumbuhan penduduk secara tradisional merupakan fator 
positif   yang   merangsang   pertmbuhan   ekonomi.   kemampuan   sistem 
 
 
32Sadono, Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan, 
(Jakarta : UI , LPFE,1985), hal. 273 
33Michael, Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 
2000), hal. 322.






































ekonomi dalam memperkerjakan tenaga kerja secara produktif dan 
menyerap  tenaga  kerja  ialah  kebenaran  hubungan  yang  positif.  Teori 
klassik   menjelaskan   salah   satu   faktor   yang   mempengaruhi   tinggi 
rendahnya pertumbuhan ekonomi ialah tenaga kerja. Teori Solow (Neo 
Klassik) juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi akan menjadi positif dan 
signifikan ketika terjadinya laju pertumbuhan angkatan kerja, yang 
dipengaruhi dari semakin banyaknya angkatan kerja yang bekerja, dari situ 
terciptakan   hasil   output   yang   semakin   tinggi.   Ketika   output   yang 
dihasilkan lebih banyak, maka tingkat penawaran agregat akan meningkat 
yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.34 
Pertumbuhan mempunyai banyak pengertian dan diartikan berbeda- 
 
beda dari satu orang ke orang ya lain, sampai daerah satu ke daerah lain, 
bahkan negara satu sampai ke negeara lain. Namun kita perlu memiliki 
kesamaan definisi untuk mengarttikan pertumbuhan. Secara tradisional 
pertumbuhan  diartikan  sebagai  naiknya GDP  atau PDB disuatu  negara 
secara  terus  menerus.35   Pada  tingkat  daerah,  pengertian  pertumbuhan 
secara tradisional ditujukan terhadap peningkatan PDRB kabupaten, kota 
hingga provinsi. Definisi    pertumbuhan ekonomi mempunyai tiga 
komponen pokok yaitu: 
a.    Kenaikan   output    secara   keterkaitan    adalah    manifestasi    pada 
 





34Yesi Hendriani Supartoyo1 Jen Tatuh Recky H. E. Sendouw, the economic growth and 
the regionalcharacteristics: the case of indonesia 
35Dumairy, Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 45.






































tanda kemapuan menyediakan berbagai jenis barang pada negara yang 
bersangkutan. 
b. Perkmbangan    IPTEK    yang    berkesinambungan    antara    peran 
pemerintah pada investasi pada bidang pendidikn. 
c. Kemajuan  teknologi  yang  dilakukan  sesuai  sikap,  ideologi,  dan 
kelembagaan akan mewujudkan potensi pertumbuhan. 
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 
 
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, 
diantaranya sebagai berikut: 
a.  Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) 
 
Sumber daya manusia ialah faktor yang sangat penting dalam 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia sendiri 
ialah  faktor  yang  sangat  berpengaruh  pada  proses  pembangunan, 
sumber daya manusia ialah subjek pembangunan yang memiliki 
kompetens yang cukup memadai dan baik untuk melakukan proses 
pembangunan, serta cepat atau lambatnya proses pembangunan 
tergantung pada sumber daya manusia tersebut. 
Efisiensi atau produktivitas yang meningkat dikalangan tenaga 
buruh ialah salah satu faktor berkembangnya manusia yang berkaitan erat 
dengan peningkatan GNP per kapita yang begitu pesat.fenomena tersebut 
disebut oleh para ahli ekonom modern sebagai pembntukan modal insani, 
dimana “proses    peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan 
kemampuan seluruh penduduk yang bersangkutan.”






































Pada umumnya proses tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, dan 
pelayanan sosial. Di Amerika Serikat, Dension mengungkapkan bahwa 
pengeluaran pada th 1929-1957 telah menyumbang 23% pada output 
nasionl  bruto  mreka.  Menurut  Solomon  Fabricant,  naiknya  semua 
produk nasional AS melalui naiknya modal fisik di antara th 1889-1957 
itu men yamai jumlah kenaikan yg tercapai melaluii peningkatan 
produktifitas buruh. Jadi, “persyaratan yang paling penting bagi laju 
pertumbuhan  industri  ialah  manusia.  Manusia  yang  bersedia 
menyambut baik tantangan perubahan ekonomi dan menerima 
kesempatan yang ada didalamnya. Manusia diatas segalanya, yang 
berdedikasi terhadap pembangunan ekonomi negerin ya, dan terhadap 
kejujuran, kewibawaan, pengetahuan, dan prestasi kerja.”36 
b. Faktor Sumber Daya Alam (SDA) 
 
Faktor sumber alam atau tanah ialah faktor utama yang 
mempengaruhi  perkembangan  suatu  perekonomian.  “Tanah”  dalam 
ilmu ekonomi digunakan sebagaimana mencakuo sumer alam seperti 
letak dan susunannya, kesuburan tanah, mineral, kekayaan hutan, iklim, 
sumberlautan, sumber air dan lainnya. Tersedianya sumber daya alam 
yang melimpah ialah hal yang penting dalam dan bagi pertumbuhan 










36M.L. Jhingan, hal. 76






































hal-hal lain yang sama, orang dapat mempergunakan dengan lebih baik 
 
kekayaan alamnya dibandingkan apabila mereka tidak memilikinya.”37 
 
Sumber daya alam atau SDA ialah faktor  yang penting dalam 
perkembangan atau pembangunan ekonomi, karena negara yang masih 
dalam tahap perkembangn masih sangat bergantung pada SDA untuk 
pembangunan negarany. Namun, jika hanya tergantung pada SDA saja 
tidak dapat menjamin proses pertumbuhan atau pembangunan ekonomi 
akan  meraih  kesuksesan,  maka  disini  diperlukan  SDM  atau  sumber 
daya manusia yang dapat mengelola SDA dengan baik. Sumber daya 
alam contohnya seperti: kekayaan akan mineral, hasil alam, kesuburan 
tanah, laut,  kekayaan tambang dan lain sebagainya. 
Pembangunan ekonomi masih dapat berlangsung meskipun 
kekurangan dari segi sumber daya alam. Seperti yang dikatakan oleh 
Lewis, “suatu negara yang dianggap miskin sumber daya alam saat ini 
mungkin  dianggap  sangat  kaya dikemudian hari,  tidak  saja lantaran 
dietemukannya sumber-sumber yang tersembunyi, tetapi juga karena 
penggunaan sumber yang telah diketahui dengan cara baru.” Jepang 
merupakan negara seprti  itu. Jepang ialah salah satu nagara termaju di 
dunia,  meskipun    kekurangan  dalam  segi  sumber  alam  namun  ia 
berhasil  menemukan  penggunaan  sumber  sumber  dengan  efisien. 
Jepang malkukan impor bahan tambang dan bahan mentah dari negara 












































teknologi  tinggi,  dan  ilmu  pengetahuan  yang  tinggi.  Hal  ini  juga 
dialami  negara  Inggris,  dimana ia berkembang  kendati  tanpa logam 
non-belerang dan minyak bumi.38 
Jadi   kekayaan   alam   yang   melimpah   belum   cukup   dalam 
 
pertumbuhan ekonomi. hal yang paling penting ialah pemanfaatannya 
secara tepat menggunakan teknologi yang tepat sehingga sumber dapat 
digunakan dalam jangka panjang dan pekerjaannya juga efektif.39 
c.  Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
 
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  akan  teknologi  dapat 
dikatakan tumbuh sangat pesat, hal itu bisa berpengaruh pada 
pertumbuhan atau pembangunan ekonomi di suatu negara, misalnya, 
pergantian dalam memproduksi suatu barang yang awalnya 
menggunakan tenaga manusia sekrang sudah digantikan dengan 
menggunakan mesin yang modern dan canggih dimana pengerjaannya 
akan lebih cepan dan lebih efisien dalam menghasilkan produk, dan 
pada akhirnya mempercepan pembangunan dan pertumuhan ekonomi. 
Perubahan teknologi merupakan faktor yang paling penting dalam 
proses pertumbuhan ekonomi.hasil teknik penelitian baru atau hasil   
pembaharuan   ialah   perubahan   yang   berhubungan   dengan perubahan 
pada sistem produksi. Faktor produksi yang lain dan produktivitas  buruh 
model  telah  meningkat  ketika terjadi  perubahan 




38Ibid, hal. 68 
39Ibid, hal. 69






































lima pola penting pertmbuhan  ekonomi  modern.  Lima pola  tersbut; 
penyempurnaan; inovasi; invensi; penyempurnaan pengetahuan teknik 
atau penemuan ilmiah; penyebarluasan penemuan yang diikuti bersama 
penyempurnaan.  Menurut  Sechumpeter,  dia  berfikir  bahwa  inovasi 
ialah faktor teknologi yang terpenting pada pertumbuhan ekonomi. 
Kuznets mencatat terdapat dua macam inovasi: pertama, “penurunan 
biaya   yang  tidak   menghasilkan   perubahan   apapun   pada  kualitas 
produk”; kedua, “pembaharuan yang menciptakan produk baru dan 
menciptakan permintaan baru akan produk baru dan menciptakan 
permintaan baru akan produk terseut. Yang kedua ini merupakan 
perubahan yang menciptakan permintaan”.40 
d. Faktor Budaya 
 
Faktor  budaya  termasuk  salah  satu  faktor  penting,  faktor  ini 
dapat memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi karena fungsinya 
dapat mendorong proses pembangunan. Contohnya seperti bersikap jujur, 
kerja keras, sopan, dan lain-lain. Namun, faktor ini bisa menjadi 
penghambat proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Contohnya 
dengan adanya sikap anarkis, egois, dan lain-lain. 
Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi faktor sosial dan 
budaya. Budaya barat dan pendidikan menuntun ke arah skeptisisme 
dan     penalaran  (reasoning).  Dengan   ditanamkan  semangat   yang 












































memunculkan kelas pdagang baru. Faktor budaya menciptakan 
perubahan harapan, pandangan, struktur, dam nilai nilai sosial. Kebiasaan 
orang untuk berinvestasi dan menabung, dsinilah orang tersebut akan 
menikmati resiko berupa laba dimasa mendatang. Mereka 
mengembngkan apa yang dikemukakan oleh Lewis tentang, “hasrat untuk 
berhemat,” memaksimalkan output melalui input tertentu. Hasilnya, 
berbagai negara di Eropa, abad ke-18 dan 19 mengalami revolusi industri. 
Terjadinya imigrasi penduduk desa ke kota. Menjamurnya kebutuhan 
baru. Sektor industri akhinya menjadi meluas lebih  menjauh.  Nilai  sosial  
unit  keluarga  terpisah  dan  perubahan pandang menggantikan sistem 
keluarga bersama ini didorong dari kebebasan agama dan ekonomi; hal 
ini dikatakan sangat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi modern.41 
e.  Sumber Daya Modal 
 
Sumber daya modal adalah faktor yang sangat penting, dimana 
faktor ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk dapat meningkatkan 
IPTEK dan mengelola SDA . Dalam pembangunan ekonomi sumber daya 
modal berupa barang akan sangat membantu kelancaran serta 
pembangunan, karena untuk memperbaiki dan meningkatkan produksi 
harus adanya barang modal. Modal dapat diartikan sebagai persediaan 
faktor  produksi.  Pembentukan  modal  atau  akumulasi  modal  dapat 












































Nurkse  mengungkapkan,  “Makna  pembentukan  modal  ialah, 
masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar 
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, 
tetapi mengarahkan sebagaian daripadanya untuk pembuatan barang 
modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, 
pabrik dan peralannya.” Dalam hal ini pembentukan modal ialah investasi 
ke bentuk barang modal yang mampu menaikkan jumlah modal, 
pendapatan, sampai output nasional. Maka, pembentukan modal ialah hal 
penting untuk mengarah ke pembangunan ekonomi.42 
f.  Organisasi 
 
Hal  yang penting dalam  prose pertumbuhan  ialah organisasi. 
Organisasi berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan 
pnggunaan faktor produksi. Sifat organisasi ialah melengkapi 
(komplemen)  buruh,  modal,  dan  mendorong  meningkatnya 
produktifitas. seluruh wiraswastawan hadir sebagai pengambil resiko 
ketidakpastian dan sebagai organisator. Wiraswastawan memiliki 
kemampuan   diluar   manusia   biasa.   Dalam   pekerjaannya   mereka 
memiliki kemampuan khusus dibanding orang lain. Menurut Schumpeter,  
wiraswastawan  bukan  seorang  kapitalis.  Mereka  paling ahli dibidang 
pembaharuan (inovasi). Revolusi industri di Inggris dan pertumbuhan   
ekonomi   di   AS   di   abad   ke   19   dan   abad   ke-20 












































wiraswastawan.43    Majunya ekonomi di negara maju dan berkembang 
tidak jauh dari organisasi yang mencakup bank, pemerintah, lembaga- 
lembaga internasional.44 
g. Pembagian Kerja dan Skala Produksi 
 
Pembagian   kerja dan spesialisasi menciptakan peningkatan 
produktivitas. Kedua hal tsb membawa ekonomi kearah ekonomi skala 
besar pada bidang produksi yang selanjutnya mendorong perkembangan 
industri.   Adam Smith menjelaskan pentingnya pembagian kerja pada 
perkembangan ekonomi. produktivitas buruh juga dapat diperbaiki 
melalui pembagian kerja. Pekerjaan buruk lebih efesien, menghemat 
waktu, dapat menemukan mesin baru, dan berbagai inovasi pada proses 
produksinya. Produksinya meningkat pada berbagai hal. Namun hal 
tersebut tergantung pada luas pasar. Kemajuan ekonomi juga 
berpengaruh besar terhadap luas pasar, yaitu seberapa jauh tingkat 
produksi  pada  umumnya,  perkembangan  permintaan,  sarana 
transportasi, dan lain sebagainya. Pembagian kerja dan spesialisasi akan 
meluas apabila skala produksi luas. Hasilnya, laju pertumbuhan dapat 
melesat apabila jika produksi naik. Investasi minimal semakin 
berkembang  pada  segi  pemanfaatannya  dan  semakin  banyak 
tersedianya ekonomi eksternal keuangan. Investasi minimal ialah tenaga 






43Ibid, hal. 70 
44Ibid, hal. 71






































kearah majunya industri. Cara ini lah yang meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan produksi.45 
3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 
 
Pertumbuhan ekonomi memerlukan sebuah indikator untuk 
mengukur tingkat pertubuhan ekonomi disutau negara, dimana indikator 
tsb untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau tingkat 
kemajuan pertumbuhan antar negara atau wilayah dan mengetahui corak 
pertubuhan ekonomi.46  terdapat beberapa indikator yang digunakan utk 




a.  Pendapatan PerKapita 
 
Pendapatan PerKapita ialah “pendapatan rata-rata penduduk suatu   
negara   pada   periode   tertentu,   pendapatan   perkapita   dapat diperoleh 
dari pendapatan nasional dengan jumlah penduduk suatu negara  yang  
memiliki  pendapatan  Perkapita  meningkat  dari  pada periode 
sebelumnya.” 
b. Tenaga Kerja dan Pengangguran 
 
Tenaga kerja ialah seseorang yang melakukan suatu pekerjaan 
untuk menghasilkan suatu barang atau jasa baik memenuhi kebutuh 
snediri maupun untuk masyarakat. Kalau pengangguran ialah kebalikan 
dari makna tenaga kerja, suatu negara dapat dikatakan maju apabila 




45Ibid, hal. 73 
46Lincolin Arsyad, hal. 31






































c.  Kesejahteraan Masyarakat 
 
Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator untuk mengukur 
pertumbuhan ekonomi. kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari 
tingkat daya beli masyarakat yang semakin meningkat dan kemiskinan 
yang semakin berkurang. Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat 
dari  pendapatn  perKapita  yang  tinggi  juga  kemampuan  masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhn hidupnya. 
4. Teori Pertumbuhan Ekonomi 
 
Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dilihat dari meningkatnya 
pembangunan ekonomi di suatu negara. Setiap negara berupaya untuk 
menggapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Karena pertumbuhan 
ekonomi yang berkualitas dapat membawa manfaat utk masyarakat yang 
luas. Terdapat beberapa teori dari beberapa tokoh ekonomi dalam 
pertumbuhan ekonomi diantaranya:47 
a.  Teori Pertumbuhan Endogen 
 
Teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan G 
NP bersifat persisten, dimana sistem mengatur proses produksi dan bukan 
oleh kekuatan dari luar sistem. kinerja aliran modal negara berkembang 
(dari negara miskin ke kaya) ikut merubah konsep petumbuhan endogen. 
Pertumbuhan  endogen  Romer  menjelaskan  tentang  gambaran 
 












































pertumbuhan ekonomi da salah satu kandidat penerima Nobel bidang 
ekonomi.   pertumbuhan   ekonomi   merupakan   bidang   kajian   yang 
menarik  perhtian  Ramer,  dengan  menggunakan  prespektif  yang lbih 
luas. Ramer juga menambahkan ilmu pengetahuan di dalam model 
pertumbuhannya dan komponen tehnologi endogen hasil penelitian dan 
pengmbangan (research & development).48 
Rames  mengemukakan  Teori  yang  disajikan  dalam  sebuah 
 
kerangka teori yang lebih luas untuk menganalisis proses pertubuhan 
ekonomi. Teori ini berusaha untuk menganalisis dan mengidentifikasi 
faktor faktor yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan ekonomi 
dari dalam (endogenous) sistem ekonomi itu sendiri. Salah satu sifat 
endogen   ialah kemajuan teknologi, investasi dalam bidang ilmu 
pengetahuan diketahui keputusan para pelaku ekonomi untuk 
pertumbuhan ekonomi. 
Menurut Romer ilmu pengetahuan adalah bentuk modal. Dalam 
proses produksi ilmu pengetahuan ialah input terpenting. Orang mampu 
menciptakan inovasi dalam berproduksi yang menciptakan keuntungan 
ekonomi ialah berkat ilmu pengetahuan dan inovasi juga menciptakan 
ilmu pengetahuan yang ada sekarang serta perbaikan dimasa lalu. 
Romer menekankan bahwa ilmu dan kemajuan teknologi ialah 
 














































negara.49 Dengan jelas digambarkan bagaimana akumulasi modal tidak 
terjadi diminishing returns, namun malah mengalami increasing returns 
dengan adanya investasi dan spesialisasi di bidang ilmu pengetahuan 
dan SDM. 
b. Teori Ekonomi Klasik 
 
Pertumbuhan ekonomi secara sistematis pertama kali dibahas oleh 
Adam Smith yang menjabarkan masalah ekonomi di bukunya “An Inqury 
into the Nature and Causes of The Wealth of Nations”. Pokok 
pembahasan Smith ialah mengajarkan supaya masyarakat merasakan 
kebebasan seluasnya dalam mengaplikasikan kegiatan ekonomi yang 
dirasa paling baik untuk dilakukan. Smith menjelaskan bahwa sistem 
ekonomi  pasar  bebas  akan  menghasilkan  efisiensi  ekonomi  pada 
kondisi  full  employment,  dan  pertumbuhan  ekonomi  dijamin  akan 
sampai pada posisi stasioner.50 
c.  Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 
 
Teori pertumbuhan Neo-Kalsik ini dikemukakan oleh Solow- 
swan yang menggunakn unsur akumulasi capital, pertumbuhan 
penduduk, besarnya output, dan kemajuan teknologi yang saling 
berinteraksi.   Model fungsi produksi digunakan Soloe-swan, dimana 










49Lincolin Arsyad,Ekonomi Pembangunan Edisi 5, hal. 93 
50Robinson Tarigan, Ekonomi Regional edisi Revisi, (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2014), 
 
51Ibid, hal.52






































Teori ini melihat bahwa banyak  hal dalam mekanisme pasar 
mampu menciptkan keseimbangan sendiri, sehingga pemerintah tidak 
terlalu  banyak  mempengaruhi  atau  mencampuri  pasar.  Pemerintah 
hanya melakukan sebatas kebijakan moneter dan fiscal. Dengan adanya 
teori tersebut dan para ahli yang memiliki pemikiran yag sejalan yang 
akhirnya dinamailah pemikiran teori neo-klasik. Terdapat tiga sumber 
dalam tingkat pertumbuhan, yaitu banyaknya jumlah lowongan kerja, 
akumulasi modal, dan meningkatnya tekonologi yang terlihat pada 
kemajuan teknik atau peningkatan skill sehingga produktifitas 
perKapitanya meningkat.52Pada modal neo-klasik sangat 
memprioritaskan tentang kemajuan teknik melalui peningkatan kualitas 
SDM. Moral dan menyangkul keahlian adalah mutu SDM. Maka, 
terciptanya kreatifitas masyarakat harus didorong oleh pemerintah, 
supaya produktivitas tiap pekerja terus meningkat.53 
5. Karakter Pertumbuhan Ekonomi 
 
Siapa yang harus berpartisipasi, sektor mana yang harus 
diprioritaskan, bagaimana cara mencapainya, pengaturan apa yang 
ditekankan, direncanakan, dan lainlain, kemana menentukan tingkat 
pertumbuhan tersebut yang merefleksi atau tidak merefleksi untuk perbaikan 
standart penghidupan utk rakyat jelata. Jelasnya, yang menentukan      
keadaan      meratanya      keuntungan/penghasilan      ialah 




52Ibid, hal. 61 
53Ibid, hal. 54






































Studi pengalaman yang terbaru dan ekstensif ini memperkuat 
argumen karakter pertumbuhan ekonomi yang diambil dari 43 negara sedang 
berkembang, berhubungan pada pembagian penghasilan   yang meluas 
hingga 60% populasi yang termiskin pada 1 pihak dari prestasi ekonomi 
bersama pada negara lain, yang sudah dilakukan analisis. Pertumbuhan 
ekonomi mepunyai dampak prinsipal pada pemerataan penghasilan, secara 
rerata ialah penghasilan relatif membaik dan kemiskinan absolut semakin 
berkurang.    Maka, 43 negara yang berkembang ini mengalami proses 
pertumbuhan yang telah membantu golongan kecil dan menengah 
khususnya kelompok menengah ke atas atau 


































54Michael P. Todaro, “Economic Development in the third word”, Longmen Inc, Amerika 
Serikat 1978, hal. 210








































A.  Deskripsi Kota Surabaya 
 
1. Keadaan Geografis 
 
Kota Surabaya adalah satu dari beberapa kota metropolitan di Negara  
Indonesia  yang  memiliki  luas  wilayah  sekitar  326,37  km2. Wilayah 
Surabaya sebagian besarnya termasuk dataran rendah yang mempunyai 
ketinggian 3 sampai 6 meter di atas permukaan air laut, pengecualian di 
daerah sebelah selatan yang mempunyai ketinggian 25 sampai dengan 50 
meter di atas permukaan air laut. 
Kota Surabaya merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan  
Kabupaten Sidoarjo  di  sebelah  utara dan  Kabupaten Gresik  di sebelah 
baratnya, sedangkan sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat 
Madura. 
Dalam pemerintahan secara administratif kota ini dikepalai oleh 
seorang Wali Kota yang memimpin seluruh kecamatan yang ada di Kota 
Surabaya. Total keseluruhan kecamatan di kota ini ada 31 kecamatan dengan 
jumlah kelurahan sebanyak 160 dan masih terbagi menjadi 1.405 
Rukun Warga (RW) dan 9.271 Rukun Tetangga (RT). Untuk luas wilayah 
antara kecamatan yang satu dengan  kecamatan yang lain sangat beragam, 
dalam hal ini Kecamatan Benowo merupakan kecamatan terluas dengan 















































Kecamatan Simokerto merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas 
wilayah 22,559 km2 yang terletak di Surabaya Pusat. 
2. Kependudukan 
 
Jumlah penduduk di kota Surabaya mencapai 3.125.576 jiwa pada 
tahun 2018 dengan pembagian jumlah penduduk yang laki-laki sebanyak 
1.56.072 jiwa atau 50,105% dari total keseluruhan dan jumlah penduduk 
perempuan mencapai 1.559.504 jiwa atau 49,895%. Dalam hal ini 
Kecamatan  Tambak  Sari  merupakan  kecamatan  yang  paling  banyak 
jumlah penduduknya yaitu 242.735 jiwa, sedangkan Kecamatan Bulak 
merupakan  kecamatan  yang  paling  sedikit  jumlah  penduduknya  yaitu 
41.742 jiwa.55 
 
B.  Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya 
 
Keberadaan  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Surabaya  sangat 
penting untuk dasar utama dalam menggerakkan sistem ekonomi dalam 
masyarakat setempat, termasuk untuk menciptakan dan mengembangkan 
lapangan pekerjaan dalam bidang Industri dan perekonomian nasional lebih- 
lebih yang berskala mikro, menampakkan wujud yang nyata dari tingkat 
kesejahteraan dan kemakmuran sebagian besar --kalau tidak semua -- 
masyarakat Indonesia. Koperasi dan UMKM Surabaya bergerak hampir di 
semua sektor ekonomi yang ber alokasi di pedesaan dan perkotaan. untuk 
mewujudkan iklim usaha yang aman dan kondusif bagi Koperasi dan UMKM 
butuh dukungan dalam bentuk pengembangan dan pembinaan yang sesuai 
 
55 Sumber diolah dari LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya 2019 (Laporan 
Akuntanbilitas Publik 2018Pemerintah Kota Surabaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya).






































dengan kewenangan yang sudah diberikan UU. No. 32 Tahun 2004 kepada 
pemerintah. 
Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya merupakan sebuah instansi 
pemerintahan  yang  dipilih  oleh  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  ini. 
Dinas tersebut memliki visi dan misi yang berkaitan dengan pengembangan dan 
kemajuan UMKM. Selain itu pula, berdasarkan Perda No. Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 
91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, 
Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan 
Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM serta Otonomi Daerah. Dinas 
tersebut berada di Jalan Raya Gayung Sari No.I Surabaya dengan areal tanah 
seluas 2.178,75 m² dengan luas bangunan 1.609 m². 56 
Dalam  memaparkan  data  deskripsi  tentang  Dinas  Koperasi  dan 
 
UMKM, penulis memilah ke dalam beberapa bagian yaitu: 
 
1. Dasar Hukum Organisasi 
 
Dasar hukum organisasi pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Surabaya diatur dalam peraturan- 
peraturan sebagai berikut: 
a.  Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 
 
Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4)) 
 
b. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 
 
Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 16 Pasal 33) 
 
56 Sumber diolah dari LAKIP Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya 2019 (Laporan 
Akuntanbilitas Publik 2018 Pemerintah Kota Surabaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya)






































c.  Peraturan  Walikota  Surabaya  No.  91  Tahun  2008  tentang  Rincian 
 
Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya 
 
d. Peraturan  Walikota  Surabaya  No.  91  Tahun  2008  tentang  Rincian 
 
Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Keenambelas) 
 
2. Tugas Pokok dan Fungsi 
 
Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang 
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya. Dinas Koperasi UMKM 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang: 
a.  Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
 
b. Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat. 
 
c.  Pemerintahan   Umum,   Administrasi   Keuangan   Daerah,   Otonomi 
 
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 
 
Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : 
a.  Merumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah 
b. Menyelenggarakan urusan pelayanan umum dan pemerintahan. 
c.  Pelaksanaan dan Pembinaan tugas. 
d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas. 
 
e.  Melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh  Kepala Daerah  sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.






































3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 
 
Sesuai dengan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategi 
(Renstra) Dinas Koperasi 2015 – 2020 maka disusunlah Rencana 
Kerja(Renja) 2015 untuk menentukan kegiatan tahunan, sedangkan untuk 
program terpilih adalah pada program atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan 
oleh Dinas koperasi dan UMKM kepada pemerintah Kota Surabaya   melalui   
tahapan   perencanaan   dan   penganggaran   sesuai ketentuan. 
a.  Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya 
 




b. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya 
 
1) Menciptakan  kelompok  usaha  mikro  kecil  yang  memiliki  produk 
berkualitas dan mempunya daya saing dan dapat mengakses pasar 
2) Menjadikan koperasi yang dapat mengembangkan usaha 
 
3) Meningkatkan kemampuan koperasi untuk melaksanakan RAT yang 
berkualitas 
4) Mewujudkan PKL yang beretika dan berestetika 
 
5) Pengembangan potensi bidang koperasi dan UMKM 
 
6) Mengontrol   dan   mengawasi   perkembangan   dan   pertumbuhan 
 
Koperasi dan UMKM 
 
c.  Tujuan dan sasaran sebagaimana dimuat dalam renstra Dinas adalah 
sebagai berikut:






































1) Adanya   bahan   baku   yang   mempunyai   kualitas   terbaik   dan 
terjangkau, teknologi sarana prasarana yang efisien. 
2) Adanya kualitas SDM yang memadai dan sistem pengelolaan usaha 
yang mutakhir. 
3) Adanya  usaha  secara  berkesinambungan  dalam  memperkenalkan 
produk ke pasar 
4) Tersedianya SDM Koperasi yang mumpuni 
 
5) Terjalinnya kemitraan usaha antar lembaga 
 
6) Terwujudnya pengembangan usaha koperasi 
 
7) Mampu membuat LPJ (laporan usaha, keuangan dan kelembagaan) 
 
8) Administrasi organisasi dan Usaha yang tertib 
 
9) Terwujudnya manajemen PKL dan pelayanan yang baik 
 
10)  Adanya kelayakan dan Kenyaman tempat usaha 
 




d. Sasaran pembinanan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, 
PKL dalam kurun waktu tahun 2019 adalah sebagai berikut : 
1) Mempertemukan pelaku usaha dengan penyedia bahan baku dan 
pemenuhan kebutuhan peralatan penunjang 
2)   Meningkatkan kualitas SDM para pelaku usaha mikro dan kecil 
 
3)   menyediakan stan pamer produk usaha mikro dan kecil 
 
4)   Peningkatan kualitas SDM koperasi 
 
5)   Fasilitas kerjasama antar lembaga






































6)   Tersedianya informasi tentang peluang usaha koperasi 
 
7)   Pengurus memahami LPJ dengan seksama 
 
8)   Pengurus mengerti tertib administrasi 
 
9)   Peningkatan kapasitas SDM PKL Binaan 
 
10) Peningkatan kapasitas dan penyediaan sarana dan prasarana PKL 
Binaan 
11) Mengontrol     dan     mengawasi     proses     pertumbuhan     dan 
perkembangan Koperasi dan UMKM 
12) Memasyarakatkan koperasi.57 
 
4. Suktural pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya 
 
Pedoman susunan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Koperasi dan UMKM 
Kota Surabaya  mempunyai struktur organisasi  yang tercantum dalam 
susunan perangkat dan tata kerja Dinas Dinas Koperasi dan UMKM sebagai 
berikut : 
1.   Kepala Dinas 
 
2.   Sekretaris 
 
a.    Kasubag Umum dan Kepegawaian 
b.    Kasubag Keuangan 
3.   Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM 
a.    Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia 
b.    Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi 
 
 
57  Rencana kerja 2020, Pemerintah Kota Surabaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Surabaya 2019 hlm 27 – 28.






































4.   Kepala Bidang Usaha Koperasi 
 
a.    Kepala Seksi Jasa dan Pemasaran 
 
b.    Kepala Seksi Kemitraan dan Permodalan 
 
5.   Kepala Bidang UMKM 
 
a.    Kepala Seksi Usaha Mikro 
 
b.    Kepala Seksi Usaha Kecil dan Menengah 
 
5. Rencana Strategis Dinas Koperasi 
 
Sebagai salah satu organisasi dalam sektor publik, Dinas Koperasi 
dan UMKM Mota Surabaya memiliki rencana strategis yang bertujuan 
pada hasil yang ingin diraih selama Tahun 2018, yaitu dengan 
memperhitungkan  peluang,  potensi,  dan  hambatan  yang ada atau  yang 
mungkin akan muncul. Penyusunan Rencana Strategis ini digunakan sebagai 
tolok ukur dan alat kendali bagi manajemen dalam menyelenggarakan 
pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM. 
Selain itu juga, penyusunan Rencana Strategis bertujuan untuk 
memacu  Pembinaan  dan  Pengembangan  Koperasi  dan  UMKM  supaya 
lebih terarah serta menjamin terwujudnya sasaran strategis. Rencana 
Strategis sebagai alat bagi manajemen, untuk meyakinkan bahwa 
pelaksanaan program sudah sesuai dengan upaya sasaran strategis. 
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya telak melaksanakan 
pengembangan koperasi dan UMKM supaya bisa menjadi pelaku utama 
dalam perekonomian daerah. Upaya-upaya dan langkah strategis 
pengembangan   koperasi   dan   UMKM   akan   terus   dilakukan   secara






































sistematis,  konsisten,  dan  berkesinambungan  untuk  masa  yang  akan 
datang. 
Adapun strategi pembinaan koperasi dan UMKM adalah: 
a.  Memperbanyak pangsa pasar dan mengoptimalkan akses pasar 
b. Memperkuat struktur permodalan 
c.  Mengoptimalkan potensi akses terhadap sumber pemodalan 
 
d. Mengoptimalkan penguasaan teknologi serta pengolahan usahanya. 
e.  Mengoptimalkan kecakapan dalam organisasi dan manajemen. 




C.  Deskripsi Subyek, Obyek, dan Lokasi Penelitian 
 
1. Subyek Penelitian 
 
Subjek adalah sesuatu, orang, benda, lembaga atau organisasi yang 
sifat dan keadaanya akan diteliti. Atau dengan kata lain, sesuatu atau 
sesorang yang menjadi informan dalam penelitian. Subyek dari penelitian ini 
ditentukan berdasarkan purposive sampling yakni seleksi atas dasar kriteria-
kriteria  tertentu  yang  dibuat  peneliti  berdasarkan  tujuan penelitian.58  
Kriteria ditentukan dari perkiraan kapasitas pengetahuan dan pengalaman 
subyek penelitian dalam memberikan informasi terkait dengan fokus  
penelitian.  Dari  52  jumlah  pegawai  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah Kota Surabaya, peneliti melilih cukup dua 





58   Rachmat  KriyAntokno,  Teknis  Praktis  Riset  Komunikasi,  2007,  Jakarta:  Kencana 
Prenada Media Group, hlm. 69






































memenuhi kapasitas dibidangnya dan mengetahui seluk beluk tentang data 
informasi penelitian dilihat dari jabatan serta pengalaman waktu menjabat 
serta pertimbangan dari pegawai Tata Usaha Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya ketika peneliti mengurus surat 
perijianan penelitian. Sedangkan pemilihan lima informan dari 3 kelompok 
UMKM unggulan Dinas ditetapkan dengan pertimbangan kelima informan 
dari kelompok UMKM ini pernah beberapa kali mengikuti program 
pemberdayaan dari Dinas. Dan 2 kelompok UMKM diantaranya 
mendapatkan stan gratis di Royal Plaza yang menunjukkan bahwa 2 
kelompok UMKM ini yakni Larizza Pita dan Manis Scraft dinilai Dinas 
memiliki kemajuan dibidang usahanya sehingga berhak mendapatkan stan 
gratis. Karena menurut informasi, untuk mendapatkan stan gratis, pihak 
pelaku  UMKM  harus  memiliki  stok  barang  yang  mumpungi  dengan 
kualitas barang yang dinilai Dinas layak dan terjamin.59 
Berikut   data   Informan   penelitian   yakni   dua   pegawai   Dinas 
 
Koperasi dan Usaha, Mikro, kecil dan Menengah Kota Surabaya serta lima 
orang pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, kecil dan 
Menengah Kota Surabaya: 
a.  Nama                     : Muhammad Antok 
 
Jenis Kelamin        : Laki-laki 
 
Jabatan                    : Teknis 1 Bagian Umum dan Kepegawaian 
 
Usia                         : 38 tahun 
 
59  Sumber diolah dari hasil wawancara dengan Bapak Imam sutrisno (Kepala UMKM 
Dinas) wawancara pada tanggal 27 November 2019 dan Ibu Siti Syamsiah (pelaku UMKM sulam 
pita kota Surabaya) wawancara pada tanggal 27 November 2019






































Bapak Antok dipilih menjadi informan karena sesuai dengan fungsi 
kerja posisi jabatannya, antara lain yakni: Menyiapkan bahan penyusunan 
program, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
lain serta menyiapkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas.60 Dari 
pengalamannya, informan juga pernah ditugaskan bekerja oleh 
pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) 
sehingga, informan mengetahui dengan baik prosedur perencanaan kerja 
suatu Dinas.61  Atas dasar itu, sehingga informan dianggap tepat menjadi 
sumber informasi yang akurat berkaitan data yang dibutuhkan mengenai 
proses komunikasi dalam program-program pemberdayaan yang dilakukan 
Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, kecil dan Menengah kepada UMKM. 
b. Nama                     : Drs. Imam sutrisno, M.M 
Jenis Kelamin        : Laki-laki 
Jabatan                   : Kepala seksi UMKM 
Usia                        : 55 Tahun 
Bapak Imam sutrisno dipilih menjadi informan karena memiliki 
fungsi kerja pada bidang UMKM yang mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah di bidang 
UMKM. Seperti tugas untuk penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM 
dalam  penumbuhan  iklim  usaha  bagi  UMKM  di  tingkat  kota  meliputi 




60 umber diolah dari hasil data dari web resmi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya 
61 Sumber diolah dari hasil perbincangan peneliti dengan bapak Muhammad Antok dalam 
kegiatan observasi di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya sesaat sebelum 
mengadakan kegiatan wawancara






































kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan, 
perlindungan, pembinaan dan pengembangan UMKM di tingkat kota 
produksi, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi. Kemudian 
pemberian fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi 
UMKM di tingkat kota. Memiliki fungsi kerja pengawasan, monitoring, 
dan evaluasi upaya pemberdayaan UMKM dalam wilayah kota juga. Serta 
penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha 
masyarakat skala kota.Selain itu tentang jabatan yang menjasi posisi 
informan dalam bekerja, informan juga telah memiliki pengalaman yang 
lama dalam bekerja di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah Kota Surabaya.62 Atas dasar itu, peneliti memakai informan ini 
untuk mempeoleh data penelitian yang dibutuhkan. 
c.  Nama                     : Sri Rahayu 
 
Pekerjaan               : Pelaku UMKM Kue Basah 
 
Jenis Kelamin        : Perempuan 
 
Usia                        : 52 Tahun 
 
Pendidikan             : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Alamat                   : Gubeng Airlangga III / 20 BLK Surabaya 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok UMKM Kue 
Basah yang menurut staff pegawai bidang UMKM adalah anggota kelompok  
UMKM  kue  basah  yang  telah  mengikuti  beberapa  program 




62 Dokumen olahan tupoksi dalam web resmi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menangah Kota Surabaya dan hasil wawancara dengan ibu Rahmawati pada 27 November 2019






































Kecil dan Menengah. Sehingga, informan merupakan sumber informasiyang 
tepat karena mengetahui dan mengalami secara langsung jalannya proses 
komunikasi yang terjadi dalam program pemberdayaan. 
d. Nama                     : Sri Wigati 
 
Pekerjaan               : Pelaku UMKM Kue Basah 
 
Jenis Kelamin        : Perempuan 
 
Usia                        : 50 Tahun 
 
Pendidikan             : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Alamat                   : Gubeng Airlangga II / 24 Surabaya 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok UMKM Kue 
Basah yang menurut staff pegawai bidang UMKM adalah anggota kelompok 
UMKM kue basah yang telah mengikuti beberapa program pemberdayaan  
yang  diadakan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  Usaha,  Mikro, Kecil dan 
Menengah. Sehingga, informan merupakan sumber informasi yang tepat 
karena mengetahui dan mengalami secara langsung jalannya proses 
komunikasi yang terjadi dalam program pemberdayaan. 
Selain itu karena alamat rumah ibu Sri Wigati dekat dengan informan 
ibu Sri Rahayu dan mengikuti program yang sama dengan jenis UMKM 
yang sama sehingga memudahkan peneliti serta untuk melakukan penelitian. 
e.  Nama                     : Choirul Mahpuduah 
 
Pekerjaan               : Pelaku UMKM Sulam Pita (Pemilik Larriza Pita) 
Jenis Kelamin        : Perempuan






































Usia                        : 48 Tahun 
 
Pendidikan             : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Alamat                   : Rungkut Tengah II / 19 Surabaya 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok UMKM Kue 
yang aktif mengikuti beberapa program pemberdayaan yang diadakan oleh 
Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Sehingga, informan 
merupakan sumber informasi yang tepat karena mengetahui dan mengalami 
secara langsung jalannya proses komunikasi yang terjadi dalam program 
pemberdayaan. Selain itu informan termasuk kelompok UMKM yang 
mendapatkan stan gratis di Royal Plaza ini menjunjukkan bahwa Larizza Pita 
dinilai Dinas memiliki kemajuan dibidang usahanya sehingga berhak 
mendapatkan stan gratis yang didapatkan dengan kualifikasi memiliki 
persediaan stok barang yang mumpungi dengan kualitas barang yang dinilai 
Dinas layak dan terjamin. 
f.  Nama                     : Lana Zuhara D 
 
Pekerjaan               : Pelaku UMKM Sulam Pita (Anggota Larriza Pita) 
Jenis Kelamin        : Perempuan 
Usia                        : 24 Tahun 
 
Pendidikan             : Sarjana Keperawatan (S1) 
 
Alamat                   : Rungkut Tengah II / 20 Surabaya 
 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok UMKM Sulam 
Pita yang aktif mengikuti beberapa program pemberdayaan yang diadakan 
oleh Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Informan






































juga merupakan anggota UMKM Larriza Pita sekaligus anak dari pemiliki 
UMKM Larizza Pita. Sehingga, informan merupakan sumber informasi yang 
tepat karena mengetahui dan mengalami secara langsung jalannya proses 
komunikasi yang terjadi dalam program pemberdayaan. 
g. Nama                     : Desi Setyowati 
 
Pekerjaan               : Pelaku UMKM HandyCraft (Pemilik ManisScraft) 
Jenis Kelamin        : Perempuan 
Usia                        : 35 Tahun 
 
Pendidikan             : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Alamat                   : Semolowaru Selatan 11/ 02urabaya 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok UMKM Handy 
Scraft yang masih aktif mengikuti beberapa program pemberdayaan yang 
diadakan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  Usaha,  Mikro,  Kecil  dan 
Menengah.Dan pelaku UMKM ini merupakan salah satu UMKM yang 
mendapatkan fasilitas stan promosi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 
kecil dan Menengah. Sehingga, informan merupakan sumber informasi yang 
tepat karena mengetahui dan mengalami secara langsung jalannya proses 
komunikasi yang terjadi dalam program pemberdayaan. Selain itu informan 
termasuk kelompok UMKM yang mendapatkan stan gratis di Royal Plaza 
ini menjunjukkan bahwa Manis Scaft dinilai Dinas memiliki kemajuan  
dibidang  usahanya  sehingga  berhak  mendapatkan  stan  gratis yang 
didapatkan dengan kualifikasi memiliki persediaan stok barang yang 
mumpungi dengan kualitas barang yang dinilai Dinas layak dan terjamin.






































2. Obyek penelitian 
 
Objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah keilmuan 
komunikasi untuk pemberdayaan dengan fokus proses dan pola 
komunikasinya. Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini 
adalah serangkaian kegiatan dengan tujuan memberikan daya dan 
kemampuan untuk tujuan pengembangan dan pembangunan yang 
memberikan fasilitas aktivitas komunikasi dialog antara berbagai 
stakeholders terkait dalam prosesnya. Maka komunikasi untuk 
pemberdayaan merupakan komunikasi pembangunan yang bersifat 
partisipasi. 
Dalam komunikasi pembangunan strategi partisipasi ini, prinsip- 
prinsip penting dalam mengorganisasi kegiatan adalah kerja sama komunitas 
dan pertumbuhan pribadi. Yang dipentingkan dalam strategi ini bukan pada 
berapa banyak informasi yang dipelajari seseorang melalui program 
komunikasi pembangunan, tetapi lebih kepada pengalaman keikutsertaan 
sebagai seseorang yang sederajat dalam proses berbagai pengetahuan atau 
keterampilan.63 
3. Lokasi penelitian 
Lokasi  penelitian  yang  diplih  untuk  menangkap  fenomena  ini 
adalah Kota Surabaya khususnya Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil 
dan Menengah alamat Jalan Raya Gayung Sari No.I Surabaya.Kota 
Surabaya juga dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya data yang 
 
 
63   Harun,  Rochajat dan Elvinaro Ardianto.Komunikasi pembangunan dan  perubahan 
social….. hlm. 164-166






































menyatakan bahwa Kota Surabaya merupakan satu-satunya kota di Jawa 
Timur yang Usaha Kecil Menengahnya paling banyak melakukan kegiatan 






















































64  Betsy Setiono, “Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam 
Perolehan Hak Merek Bagi Usaha Kecil Menengah Inovatif” ……… hlm. 12





































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Hasil Penelitian 
1. Peran Dinas Koperasi dan UMKM 
 
Peran Dinas Koperasi dan UMKM sangat penting bagi 
pengembangan dan pembangunan sektor ekonomi, karena adanya peran 
dan  dukungan  pemerintah  dapat  merumuskan  kebijakan  untuk  langkah 
awal yang akan diambil guna melaksanakan pembangunan dalam sektor 
ekonomi. Ini semua bisa berjalan dikarenakan ada campur tangan pemerintah 
yang mengatur, mengawasi, dan menindaklanjuti berbagai persoalan  yang 
terjadi  dan  bisa  mempercepat  pergerakan  dalam  sektor ekonomi dengan 
kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Tetapi, bukan hanya campur 
tangan yang dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi adanya proses 
masyarakat dalam menjalankan perekonomiannya. 
Pengembangan UMKM unggulan tidak terlepas dari peran Dinas 
Koperasi dan UMKM yang telah diseakati sampai turun langsung ke 
lapangan dalam bentuk berbagai kebijakan  yang disusun pemerintah dan 
berbagai program yang dilaksanakan. Tetapi perlu diketahui bahwa 
disamping peran Dinas Koperasi dan UMKM juga terdapat peran dari para 
pelaku usaha sendiri. Di bawah ini penulis akan paparkan beberapa peran 


















































a.  Peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai fisilitator 
 
Asal   kata   dari   fasilitator   adalah   fasilitas   yang   berarti 
penyediaaan sarana dan prasarana agar bisa mencapai target yang 
diinginkan. Jadi kata fasilitator ini berarti pihak yang menyediakan sarana  
dan  prasarana,  misalnya  pelatihan  atau  pemberian  bantuan seperti 
barang maupun jasa. 
Penelitian ini memaparkan beberapa peran Dinas Koperasi dan 
UMKM sebagai fasilitator untuk menyediakan sarana   agar dapat 
mencapai target yang diinginkan, yaitu: 
1) Sarana dan Prasarana 
 
Sarana adalah sesuatu yang bisa dipergunakan sebagai alat 
supaya tercapai apa yang menjadi tujuan, adapun prasarana adalah 
sesuatu yang bisa dipergunakan sebagai alat serta bahan dalam 
mencapai apa yang menjadi maksud serta tujuan dari proses produksi 
tersebut.  Sarana dan  prasarana merupakan  satu  diantara beberapa 
faktor yang memengaruhi dalam keberhasilan suatu pekerjaan. 
Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang 
digunakan selama kegiatan pengembangan. Adanya sarana dan 
prasarana yang memadai juga dapat menunjang keefektifan kegiatan 
yang dijalankan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala 
kelengkapan  dan  fasilitas  seperti  tempat  kegiatan  yang  nyaman, 
SDM pelaksana yang berkualitas, peralatan yang lengkap dan 
memadai  sehingga  dapat  membuat  peserta  merasa  nyaman  dan






































penyelenggaraan  kegiatan  tersebut  dapat  berjalan  lancar.  Hal  ini 
sesuai dengan yang diungkapkan Desi Setyowati berikut ini: 
“Kalo dari Sarana dan Prasarananya itu jelas sangat 
mendukung. Kami selalu mengedepankan fasilitas, 
mengusahakan   yang  terbaik.   Soalnya   orang   kalo   dapet 
fasilitas yang baik, mau ngapangapain kan semangat tho 
mas.”65 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bp. Supartono, SE berikut 
ini: 
“Contohnya kegiatan pelatihan kewirausahaan, untuk 
mengadakan acaranya itu kan butuh suguhan. Kan nggak 
mungkin kita ngasih kursus kok gak dikasih konsumsi apa- 
apa. Selain itu, tempat yang digunakan juga harus nyaman, 
biasanya kita menggunakan aula, biar gak sumpek. Tentor yang 
kita datangkan pun harus yang berkompeten dibidangnya. Nah 
kalo fasilitasnya sudah begitu bagus, pesertanya juga pasti akan 
seneng dan nggak jenuh ikut kegiatan kita.  Itulah salah satu 
contoh pentingnya fasilitas dalam penyelenggaraan tiap 
program kegiatan.” (Wawancara 
18Mei 2009) 
 




“Dalam kegiatan pelatihan yang pernah saya ikuti, sarana dan 
prasarana yang diberikan sudah cukup memadai. Tempat 
pelatihannya  juga  sangat  nyaman  dan  mudah  dijangkau. 
Kalau tempatnya nyaman kan kita juga betah ngikutin 
acaranya. Selain itu para pengajarnya pun juga enak dan 
menyenangkan. Materinya jadi mudah dimengerti.” 66 
Dari  beberapa  pernyataan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa 





65 Sumber : Hasil wawncara dengan Desi Setyowati selaku pelaku usaha pada tanggal 28 
November 2019 
66 Sumber : Hasil wawncara dengan Lana Zuhara D selaku pelaku usaha pada tanggal 16 
November 2019






































mempengaruhi  jalannya  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam 
upaya pengembangan sektor UMKM. 
Salah satu permasalahan yang menimpa pelaku UMKM 
Unggulan  adalah adanya keterbatasan  sarana  misalnya kurangnya 
informasi dalam kaitannya dengan kemajuan tehnologi   yang 
berdampak sarana yang ada menjadi kurang mendukung terhadap 
usaha serta lambat dalam perkembangannya. Oleh karena itu, peran 
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya amat penting dalam 
menyediakan fasilitas yang berbentuk sarana dan prasarana agar bisa 
mendukung perkembangan UMKM unggulan yang ada di Kota 
Surabaya ini. 
2) Pelatihan Keterampilan 
 
Pelatihan dalam hal ini menjadi strategi dari Dinas Koperasi 
dan UMKM Kota Surabaya dalam melakukan pembinaan dan 
pengembangan  UMKM.  Pelatihan merupakan  investasi  organisasi 
yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan 
segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan 
keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat 
menggunakannya dalam pengembangan usaha mkiro mereka. Pada 
dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara 
keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki 
sekarang.






































Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya telah menyusun 
beberapa program pelatihan yang rutin dilakukan. Pelatihan tersebut 
mempunyai tujuan untuk memberikan pelatihan skill dari pelaku 
UMKM  agar  memperdalam  keterampilan  yang  sudah  dimiliki. 
Seperti yang telah diutarakan oleh Bapak Kepala Bidang UMKM 
ketika diwawancarai. 
“Jadi mulai dari teori sampai dengan tahap terakhir. Dengan 
Sumber  Daya  Manusia  yang  kita  ajarkan  dalam  bentuk 
latihan, nah dari situ mereka udah mulai punya dasar, kalau 
sudah begitu, mereka bisa cepet nangkepnya.”67 
 
Buk Choirul Mahpuduah juga mengatakan hal yang sama, 
beliau sebagai pelaku UMKM unggulan menyampaikan 
“iya   bener,   pelatihan   diadakan   tiap   tahun,   itu   telah 
berlangsung satu kali di bulan Pebruari. Yaa pelatihannya itu 
dari teori dulu baru setelah itu bertahap hingga akhir 
pengerjaannya Mas”68 
Pernyataan yang telah dipaparkan di atas bisa disimpulkan 
kalau peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya juga 
menyediakan fasilitas berupa pelatihan keterampilan yang 















67  Sumber : Hasil wawancara dengan bapak Drs. Imam Sutrisno, M.M   selaku Kepala 
Bidang UMKM Kota Surabaya pada tanggal 10 oktober 2019. 
68  Sumber : Hasil wawncara dengan Ibu Choirul Mahpuduah selaku pelaku usaha pada 
tanggal 27 november 2019.







































Data Pelatihan UMKM Yang Telah Mengikuti Diklat, Workshop, dan 










Mikro Kecil Menengah 
































































































 Bagi Wirausaha    Surabaya  
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, 2018 
 
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro 
menjadi jenis usaha yang paling antusias dalam mengikuti pelatihan- 
pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Surabaya dibandingkan jenis usaha kecil dan menengah. Selain itu, 
Diklat Pengembangan UKM menurut data tersebut dilaksanakan 
melalui kerjasama oleh Kementrian koperasi dan UMKM RI dengan 
Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di 
Surabaya. Sementara itu, pelatihan kewirausahaan dilaksanakan atas 
kerjasama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dengan Dinas 
Koperasi dan UMKM Jawa Timur bertempat di Surabaya. 
Sementara anggaran menurut Kepala Bidang UMKM Dinas 
Koperasi dan UMKM Kota Surabaya yang digunakan untuk 
melaksanakan pelatihan dialokasikan dari APBN dan APBD. 
Sedangkan mekanisme monitoring dari pelatihan yang digunakan 
adalah pengawasan langsung ke lapangan berdasarkan data jumlah 
UMKM dari BPS  yang mencapai 30.000  unit. Namun demikian, 
jumlah UMKM yang telah teridentifikasi oleh Dinas Koperasi dan 
UMKM  Kota Surabaya  hanya mencapai  1.000  unit.  Hal  tersebut 
sesuai dengan yang disampaikan beliau, yakni sebagai berikut. 
“Pertama kita langsung terjun ke lapangan apakah dia sudah 
menerapkan itu hasilnya terus masyarakat sudah merespon, 
tetapi dengan anggaran yang presentatif dari tahun ini dengan 
30.000 itu kumulatif dari setiap angkatan 120 orang ji per






































tahun  artinya  tidak  sampai  dari  30.963  jumlah  pengusaha 
kecil di Surabaya. Keseluruhan itu pun yang teridenntifikasi 
sama kita itu baru 1000-an, karna hasil datanya dari BPS begini 
ji jadi kita berusaha terpaku dan berusaha saja bagaimana   cara   
kita,   karna   ada   aturan   baru   jadi   kita upgrade”69 
 
Mengenai hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan 
UMKM Kota Surabaya dalam pengembangan UMKM lebih kepada 
peran pelaku usaha yang tidak stimultan dalam pelatihan tersebut. 
Dengan  kata  lain  bahwa  masyarakat  tertarik  mengikuti  pelatihan 
yang dilaksanakan hanya sekedar untuk memperoleh honor, tetapi 
tidak   menerapkan   hasil   inovasi   pelatihan   tersebut.   Sehingga 
pelatihan yang diadakan tersebut terkesan formalitas belaka dan 
dijadikan lahan pemborosan anggaran daerah. Selain itu penuturan 
Kabid UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya terkait 
pengembangan dan pemberdayaan UMKM selama 5 tahun terakhir 
mengalami kendala, yaitu sebagai berikut: 
Jenis-jenis pemberdayaannya pertama sistem UMKM kita itu 
mengikuti pameran, jadi ikut pameran di Surabaya saja terus 
ikut pamerannya itu di jakarta sama di Triple C di makassar. 
Hanya kendala kita disini masalah produk kita itu kalah 
bersaing dengan produk yang disana ada produk yang khas kita 
yaitu krupuk, misalnya kalau masalah produk meubel dan 
hiasan-hiasan kita masih perlu belajar.”70 
Selain pelatihan, juga ada penyuluhan yang berguna untuk 
menambah wawasan dari SDM terkait pengembangan UMKM. 





69 Sumber : Hasil wawncara dengan Kabid UMKM pada tanggal 23 Oktober 2019 
70 Sumber : Hasil wawncara dengan Kabid UMKM pada tanggal 23 Oktober 2019






































Surabaya bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran, baik 
dalam bentuk kemasan maupun isi produk. Selain itu, penyuluhan juga 
bertujuan melakukan koordinasi ke pasar-pasar daerah. Bahkan 
menurut sebagai Kabid UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Surabaya menjelaskan adanya pergeseran paradigma UMKM yaitu 
sebagai berikut. 
“Jadi perubahan paradigma UKM selama ini yang 
mengandalkan hanya modal sekarang sudah paradigma baru 
modal bukan segala-galanya tapi sekarang dengan skill yang 
ada adalah modal, bahwa UKM itu perlu integritasnya bahwa 
saya ini bisa, faktor modal kan ada 2, yaitu ada yang sifatnya 




Setelah memberikan pelatihan, maka para pelaku UMKM 
memasarkan   semua  produknya  melalui  berbagai  sosial  media, 
brosur, serta pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM  
Kota  Surabaya.  Begitulah  yang  disampaikan  oleh  bu Maryam 
dalam wawancaranya. 
“mulai dari katalog, brosur, trus apa yaa,, ya web, juga. Juga 
lewat yang seperti sekarang ini itu lho, instagram, ada juga 
pameran yang dilakukan oleh Dinas pemerintah.” 
 
Salah  satu  masalah  besar  yang  dihadapi  dalam 
pengembangan UMKM adalah rendahnya akses UMKM terhadap 
pasar. Maka dari itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya 
memberikan bantuan kepada UMKM dalam memperkenalkan dan 
memasarkan  produk-produknya  melalui  penyelenggaraan  promosi 
 
 
71 Sumber : Hasil wawncara dengan Kabid UMKM pada tanggal 23 Oktober 2019






































produk UMKM. Melalui pameran produk UMKM ini diharapkan 
para pengelola UMKM di Kota Surabaya semakin aktif dan selektif 
dalam  menampilkan produk-produknya dengan  mutu,  desain,  dan 
harga yang semakin bersaing dengan produk-produk dari daerah lain, 
dan bahkan dari negara-negara lain baik di pasar nasional maupun 
internasional. 
Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan promosi produk usaha 
 
UMKM ini antara lain: 
 
 Sebagai  ajang promosi  dan  pemasaran  produk-produk  UMKM 
kepada masyarakat baik itu nasional maupun internasional yang 
diharapkan dapat menembus pangsa pasar nasional maupun 
internasional. 
 Mempromosikan  produk  UMKM  dalam  meraih  pasar  global 
 
untuk mengantisipasi masuknya produk-produk yang diproduksi 
oleh produsen luar negeri. 
 Merupakan forum bertukar wawasan baik antar sesama pengrajin/ 
 
pengusaha  atau  pun  dengan  masyarakat  untuk  meningkatkan 
teknologi, kualitas, dan mutu hasil kerajinan. 
 Sebagai   ajang   kompetisi   untuk   menumbuhkan   kreasi   dan 
 
meningkatkan prestasi dunia kerajinan. 
 
Penyelenggaraan promosi produk UMKM merupakan kegiatan 
yang sangat bermanfaat bagi pelaku usaha UMKM. Sebab, biasanya 
mereka memanfaatkan kegiatan ini untuk memperkenalkan






































hasil produksinya kepada masyarakat luas. Maka dari itu, Dinas 
Koperasi dan UMKM sangat selektif untuk memilih UMKM mana 
yang berhak menjadi peserta dalam pameran ini, UMKM yang 
biasanya menjadi peserta adalah UMKM yang menjadi binaan Dinas 
Koperasi dan UMKM. 
Selain itu, peserta pameran diutamakan adalah UMKM yang 
produknya sudah menjadi barang ekspor. Proses seleksi juga 
dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengetahui 
UMKM mana saja yang dianggap layak untuk mengikuti pameran. Hal 
ini sesuai dengan yang diungkapkan Sri Wigati berikut ini: 
“UMKM yang ikut dalam pameran ini ya yang jadi UMKM 
binaan Dinas mas. Dan biasanya yang produknya sudah 
diekspor. Kami tetap melakukan seleksi, tapi tidak dengan 
survei  langsung.  Kami  hanya menilai  lewat  proposal  saja. 
Karena kebanyakan kami sudah tau UMKM mana saja yang 
layak ikut.”72 
 
Kegiatan pameran  yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi 
dan UMKM Kota Surabaya dapat dikatakan telah maksimal. Sebab 
dapat diketahui bahwa dalam pameran-pameran tersebut, produk- 
produk   dari   Kota   Surabaya   sangat   diminati   oleh   masyarakat. 
Bahkan, dari pameran tersebut juga terjadi transaksi dengan jumlah 
yang cukup besar, baik itu transaksi tunai maupun dalam bentuk order/ 
pesanan. Hal ini seperti dalam petikan wawancara dengan Ibu 






72 Sumber : Hasil wawncara dengan Sri Wigati pelaku UMKM pada tanggal 25 Oktober






































“Kegiatan Promosi Produk ini banyak sekali keuntungannya 
lho mbak. Dari pameran ini biasanya UMKM itu dapat 
menghasilkan penjualan yang jumlahnya relatif besar. Selain 
itu,   mereka   juga   sering   mendapatkan   pesanan    yang 
jumlahnya nggak tanggungtanggung juga. Makanya banyak 
UMKM  yang  pengen  ikut  terus  dalam  kegiatan  pameran 
ini.”73 
 




“Wah, kegiatan pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi 
dan UKM ini selalu kami tunggu-tunggu mas. Sebab dengan 
adanya  kegiatan  ini  penjualan  kami  semakin  meningkat. 
Sebab banyak orang yang jadi tau, sehingga jangkauan pasar 
kami  lebih  luas.  Bahkan  dari  pameran  tersebut  kami  bisa 
dapet banyak order lho mbak. Makanya saya sangat interest 
dengan kegiatan pameran ini.”74 
 
Penyelenggaraan promosi produk UMKM dalam bentuk 
pameran ini menjadi kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh 
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Karena kegiatan ini 
terbukti dapat meningkatkan permintaan komoditi terhadap pasar lokal 
maupun nasional. Selain itu, kegiatan pameran ini juga dapat 
meningkatkan daya saing dan kualitas produk-produk di pasar nasional 
maupun internasional. 
 
b. Peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai regulator 
Regulator secara bahasa kata ini merupakan asal dari kata regulasi 
yang berarti peraturan. Dengan begitu regulator adalah pihak yanag 
membuat peraturan / kebijakan (dalam hal ini Dinas Koperasi 
 
2019 
73 Sumber : Hasil wawncara dengan Sri Wigati pelaku UMKM pada tanggal 25 Oktober 
 
74 Sumber : Hasil wawncara dengan Choirul Mahpuduah pelaku UMKM pada tanggal 23
Oktober 2019






































dan UMKM Kota Surabaya) dengan tujuan memberikan acuan sesuai 
undang-undang yang ada dan mengatur jalannya pembangunan serta 
pengembangan   UMKM.   Dalam   menyelenggarakan   tugas   Dinas 
Koperasi  dan  UMKM  Kota  Surabaya  mempunyai  fungsi  sebagai 
berikut: 
1) Membuat  peraturan  untuk  menyususn  rencana  atau  program  di 
bidang Keperasi dan UMKM. 
2) Menjalankan kegiatan atau program fasilitasi untuk pemberdayaan 
dan pengembangan Koperasi dan UMKM. 
3) Menjalankan  koordinasi  untuk  Pembinaan  dan  pengawasan  serta 
pengembangan Koperasi dan UMKM. 




5) Melakukan pengawasan kontrol dalam bidang Koperasi dan UMKM. 
 
6) Melakukan pengawasan evaluasi dan memberikan laporan kegiatan 
yang dilakukan di bidang Koperasi dan UMKM. 




UMKM  memiliki  kemampuan  dalam  meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UMKM membutuhkan 
pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan 
peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan 
peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dari sisi produksi






































dan  sisi  perbankan,  akan  memacu  peranan  UMKM  dalam 
perekonomian. Seperti yang diungkapkan oleh George. J. Stigler dalam 
Mandala Harefa75 bahwa “regulasi adalah seperangkat aturan yang 
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk 
masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat”. 
Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari 
sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai 
obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga 
ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat 
secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat 
sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai  
dengan  harapan,  tentunya kebijakan  tersebut  harus dievaluasi karena 
dengan adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan  
ketidaksesuaian  kebijakan  dengan  kinerja  yang  diharapkan. Jadi, 
evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan 
terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya 
menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah telah 
terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan kritik 
terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam 
penyesuaian, dan perumusan kembali masalah. 
Kebijakan  pemerintah  dalam  pengembangan  sektor  UMKM 
 




75  Harefa, Mandala, “Kebijakan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Peranannya Dalam 
Perekonomian”, Jurnal Kajian, 14(2), 2008, hal. 34.






































UMKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam 
kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan 
melalui   perluasan   kerja   dan   peningkatan   pendapatan.   Definisi 
merupakan dasar dari formulasi kebijakan yang akan diambil, sehingga 
paling tidak, ada dua tujuan mengenai definisi UMKM; yaitu untuk tujuan 
administratif dan pengaturan; serta tujuan yang berkaitan dengan 
pembinaan. 
Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan 
suatu  perusahaan  memenuhi  kewajibannya,  seperti  membayar pajak, 
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mematuhi 
ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. 
Sementara tujuan kedua lebih pada pembuatan kebijakan yang terarah 
seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta 
kebijakan pembiayaan untuk UMKM. Meskipun perbedaan-perbedaan 
ini bisa dipahami dari segi tujuan masing-masing lembaga, namun 
kalangan yang terlibat dengan kelompok UMKM seperti pembuat 
kebijakan, konsultan, dan para pengambil keputusan akan menghadapi 
kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga berdampak pada 
kesulitan dalam mendata dengan tingkat akurasi optimal dan konsisten, 
mengukur sumbangan UMKM bagi perekonomian, dan merancang 
regulasi/kebijakan yang fokus dan terarah. Ketidakpastian definisi, secara 
langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi arah kebijakan, 
kewenangan dan tanggung jawab dari pihak yang seharusnya






































terlibat dan menjadikan risiko ketidakpercayaan pada akhirnya. Oleh 
karena itulah, maka peraturan dan pengaturan regulasi menyangkut 
UMKM harus diharmonisasi. 
c.  Peran Dinas Koperasi dan UMKM katalisator 
 
Katalis merupakan asal kata dari katalisator, yang secara bahasa 
berarti zat yang bisa mempercepat reaksi kimia. Tetapi dalam konteks ini, 
katalisator berarti peran yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan 
UMKM dalam mempercepat suatu proses pekerjaan. Maksdunya adalah 
dalam menjalankan peran sebagai katalisator Dinas Koperasi dan UMKM  
harus  sebisa  mungkin  untuk  mempercepat  proses pengembangan  dan  
pemberdayaan  dari  UMKM.  Salah  satu  caranya ialah dalam bentuk 
dana. 
Dana merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap 
pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana atau anggaran maka sudah 
dapat dipastikan setiap program atau kegiatan yang sudah direncanakan 
tidak akan dapat dilaksanakan. Dana atau anggaran  yang digunakan 
untuk menjalankan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 
dan UMKM Kota Surabaya berasal dari APBD. Setiap kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya sangat 
bergantung pada APBD dan selalu disesuaikan dengan anggaran yang 
tersedia tiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ibu Sri 
Rahayu, berikut: 
“Semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh Dinas Koperasi 
dan   UKM   itu   nanti   pelaksanaannya   disesuaikan   dengan






































anggaran mbak. Jadi pelaksanaan kegiatan pengembangan itu 
sangat bergantung pada besarnya APBD.”76 
 
Hal senada juga di ungkapkan Desi Setyowati berikut ini: 
 
“Kita selalu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah 
ditetapkan. Berapapun besarnya anggaran yang kami dapatkan, itu 
harus dialokasikan dengan tepat. Soalnya kan disesuaikan dengan 
kemampuan daerah juga. Ya ibaratnya kami menggunakan hukum 





B.  Pembahasan 
 
1. Peran Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya dalam Pengembangan 
 
UMKM Unggulan di Kota Surabaya 
 
Menurut Poerwadarminta peran adalah perilaku yang dilakukan baik 
individu maupun kelompok pada kondisi tertentu, yang mana perilaku yang 
dilakukan itu adalah suatu tindakan yang memang diinginkan baik individu 
maupun kelompok yang mempunyai kedudukan atau jabatan di dalam tatanan 
masyarakat.78 
Dari  pernyataan  di  atas  kalau  dikorelasikan  dengan  peran  Dinas 
 
Koperasi    dan    UMKM    Surabaya    merupakan    peran    dalam    upaya 
pengembangan UMKM unggulan yang ada di kota Surabaya. 
Agar kita dapat mengetahui peran apa saja yang sudah dilaksanakan 
 








76 Sumber : Hasil wawncara dengan Sri Rahayu pelaku UMKM pada tanggal 21 Oktober 
 
77  Sumber : Hasil wawncara dengan Desi Setyowati pelaku UMKM pada tanggal 28
November 2019 
78 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 1999.






































penulis mengelompokkan menjadi tiga peran, yaitu peran sebagai fasilitator, 
peran sebagai regulator, dan peran sebagai katalisator. 
Di  bawah  ini  peneliti  akan  memaparkan  analisis  dan  interpretasi 
teoritis terkait dengan peran Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya dalam 
mengembangkan UMKM unggulan. 
a. Peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai fisilitator 
 
Dalam hasil penelitian, penulis menemukan Dinas Koperasi dan 
UMKM sudah menlaksanakan perannya dengan maksimal sebagai 
fasilitator, yang dapat dibuktikan dengan program yang dijalankan dan 
diberikan antara lain: 
Dalam hal pemasaran Dinas Koperasi dan UMKM sudah 
menyiapkan wadah untuk pendamping pada tim digital e IKM setiap sebulan 
sekali yang bertujuan supaya para pelaku UMKM dapat memasarkan hasil 
produknya melalui berbagai sosial media. 
Untuk Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UMKM telah 
mengadakan beberapa program pelatihan agar keterampilan atau skill para 
pelaku UMKM meningkat. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM 
mendatang kan para ahli sebagai pelatih juga menyelenggarakan workshop 
bagi pelaku UMKM yang baru yang belum mempunyai skill. Salah satu 
program yang diselenggarakan ialah Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.










































Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya 
Manusia UMKM yang tangguh dan mempunyai jiwa wirausaha. Sasaran 
yang akan dicapai adalah meningkatnya Sumber Daya Manusia bagi UMKM 
sehingga terwujud UMKM yang kuat, mandiri, inovatif, dinamis, dan 
berdaya saing tinggi. Untuk mendukung program tersebut maka kegiatan 
yang dilakukan adalah dengan: Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 
Bagi UMKM. 
Jiwa kewirausahaan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki 
oleh setiap pengusaha, terutama para pelaku UMKM. Jiwa kewirausahaan 
ini  mempunyai  keterkaitan  besar  dengan  unsur  inovasi.  Jika  seorang 
pelaku usaha memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, maka ia akan 
mampu untuk menciptakan hal baru yang memiliki nilai lebih. Seringkali 
wirausaha hanya diartikan sebagai kegiatan dengan memulai bisnis baru, 
masih berskala kecil, dan milik sendiri. Padahal lebih dari itu, seseorang 
dikatakan berjiwa wirausaha jika ia mampu mempraktekkan inovasi secara 
sistematis, serta mampu mengendalikan segala resiko yang muncul dari 
usahanya tersebut. Akan tetapi, sekarang ini jiwa kewirausahaan sudah 
sangat jarang dimiliki oleh pelaku UMKM. Sebab sebagian besar UMKM 
masih belum berani mengambil segala resiko yang muncul nantinya. Hal 
ini seperti yang dikatakan oleh Lana Zuhara D berikut: 
“Wah kalau untuk melakukan terobosan-terobosan baru kita masih 
mikir-mikir   mas.   Iya   kalau   produk   baru   itu   diminati   oleh






































masyarakat,  lha  kalau  enggak  kan  kita  juga  yang  nanggung 
ruginya. Kalau prinsip saya itu jalanin yang pasti-pasti aja lah mas. 
Jangan   mikir   yang   mulukmuluk.   Gini   aja   sudah   bersyukur 
banget.”79 
 
Hal ini sesuai pula dengan penyataan bapak Muhammad Antok, 
selaku Teknis 1 Bagian Umum dan Kepegawaian berikut ini: 
“Pengusaha   kita   ini   kebanyakan   belum   berani   melakukan 
terobosan-terobosan  baru,  karena  terbatas  oleh  banyak  faktor, 
seperti  pendidikan  dan  pengalaman.  Kalau  mereka diajak  untuk 
maju, itu masih agak sulit. Karena kebanyakan masih bersikap nrimo 
dengan keadaannya yang sekarang, dan tidak berani mengambil 
resiko yang belum pasti.”80 
 
Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dalam 
melaksanakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 
Kompetitif UMKM menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan 
bagi  UMKM.  Pelatihan  kewirausahaan  ini  bertujuan  untuk 
mengembangkan serta meningkatkan kualitas pribadi Sumber Daya Manusia 
(SDM) UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga bermaksud untuk meningkatkan 
kemampuan manajerial serta kewirausahaan bagi UMKM, sehingga tercapai 
kinerja yang optimal dan tumbuh berkembang menjadi UMKM yang sehat, 
tangguh, dan mandiri sebagai pelaku usaha dalam perekonomian rakyat. 
Sosialisasi penyelenggaraan pelatihan ini dilakukan melalui 
kerjasama dengan kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah kelompok 
PKK.  Biasanya  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  memberitahukan  kepada 
 
 
79 Sumber : Hasil wawncara dengan Lana Zuhara D selaku pelaku usaha pada tanggal 16 
November 2019 
80  Sumber : Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Antok selaku Teknis 1 Bagian 
Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jawa 
Timur pada tanggal 10 Oktober 2019






































kelompok   PKK   masing-masing   Kecamatan   jika   akan   mengadakan 
pelatihan kewirausahaan ini. Kelompok PKK tersebut akan 
mensosialisasikan kepada anggota-anggotanya. Kemudian bagi yang 
berminat akan mendaftar pada pengurus kelompok PKK tersebut. 
Selanjutnya, kelompok PKK tersebut yang akan memilih. Peserta yang dapat 
mengikuti pelatihan ini adalah mereka-mereka yang direkomendasikan  oleh  
kelompok  masyarakat  tersebut.  Hal  ini  seperti yang dikatakan bapak Drs. 
Imam sutrisno, M.M berikut ini: 
“Peserta   yang  mengikuti  pelatihan  ini  tidak  ada  kriterianya. 
Asalkan dia punya minat,  ya silakan ikut. Entah itu dari usaha 
rumah tangga, kaki lima, ataupun dari usahausaha mikro kecil yang 
lain.   Biasanya   kami   bekerjasama   dengan   PKK.   PKK   nanti 
menunjuk siapa saja yang berminat, lalu diajukan kepada kami. 




Mengingat pentingnya tujuan dari kegiatan ini, maka 
penyelenggaraan   pelatihan   kewirausahaan   merupakan   agenda   rutin 
tahunan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. 
Untuk keperluan narasumber, Dinas Koperasi dan UMKM biasanya 
bekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan dengan mendatangkan 
ahli-ahli yang berkompeten di bidang kewirausahaan maupun manajemen 
usaha,   serta   meghadirkan   tamu   pengusaha   yang   telah   berhasil   di 
bidangnya. 
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  pelatihan  ini  adalah  pemberian 
 




81  Sumber : Hasil wawancara dengan bapak Drs. Imam sutrisno, M.M   selaku Kepala 
Bidang UMKM Kota Surabaya pada tanggal 10 oktober 2019






































Koperasi  dan  UMKM  Kota  Surabaya  yang  berkaitan  dengan 
kewirausahaan dan kemampuan manajerial. Hal ini sesuai yang dikatakan 
oleh bapak Drs. Imam sutrisno, M.M berikut: 
“Selama tahun 2018, kami telah menyelenggarakan pelatihan 
kewirausahaan ini selama 5 kali  yang bertempat di Aula Dinas 
Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, dan kami lihat antusiasme 
masyarakat sangat tinggi, sebab terlihat pesertanya selalu banyak, 
minimal itu 50 orang. Yang menjadi materi dalam pelatihan ini ya 
tentang kewirausahaan itu sendiri, dan juga pelatihan tentang 
kemampuan manajerial, seperti manajemen usaha dan akuntasi dasar. 
Biasanya kami mendatangkan ahli-ahli manajemen dari lembaga 
pendidikan, dan tidak lupa dengan mengundang dari pengusaha 
sukses juga. Untuk berbagi pengalaman nantinya.”82 
 
Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari ibu Choirul Mahpuduah 
berikut ini: 
“Pada waktu pelatihan Kewirausahaan yang dulu sempat saya ikuti, 
kami diberi penjelasan seputar kewirausahaan dan administrasi 
keuangan. Selain itu kami juga langsung disuruh mempraktekkan 
bagaimana   membuat   pembukuan   akuntansi.   Hasil   yang   saya 
peroleh dari pelatihan itu, saya menjadi lebih tahu bagaimana 
mengelola dan memimpin kelompok paguyuban ini.”83 
 
Materi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi 
dan UMKM Kota Surabya selama tahun 2018 antara lain: 
1. Pemberian  pelatihan  mengenai  Kewirausahaan  bagi  UMKM.  Yang 
dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2018, dengan peserta 90 orang. 
Materi yang dijelaskan dalam pelatihan ini adalah: 
 Pengenalan potensi 
 




82  Sumber : Hasil wawancara dengan bapak Drs. Imam sutrisno, M.M   selaku Kepala 
Bidang UMKM Kota Surabaya pada tanggal 10 oktober 2019. 
83  Sumber : Hasil wawncara dengan Ibu Choirul Mahpuduah selaku pelaku usaha pada 
tanggal 27 november 2019.






































 Teknik Pemasaran dan Pengembangan Pasar 
 
 Teknik Promosi yang efektif 
 
 Praktek tentang kewirausahaan 
 
Hal ini bertujuan agar pelaku usaha UMKM lebih memiliki jiwa 
kewirausahaan yang tinggi dan lebih berani untuk melakukan 
inovasiinovasi, serta mampu menjalankan usahanya dengan baik. 
2. Pemberian pelatihan mengenai Manajemen Usaha Kecil bagi UMKM. 
 
Yang  dilaksanakan  pada  tanggal  14  Mei  2018,  dengan  peserta  120 





 Administrasi Usaha 
 
 Manajemen Usaha 
 
Tujuan dari pelatihan ini adalah agar pelaku usaha UMKM 
mampu mengoperasikan segala kegiatan manajerial yang terkait dengan 
jalan usahanya. 
3. Pemberian  pelatihan  mengenai  Akuntansi  Dasar.  Yang  dilaksanakan 
pada 24 Juli 2018, dengan peserta 90 orang. Materi yang disampaikan 
antara lain: 
 Pengertian Akuntansi Koperasi 
 
 Bukti Pembukuan 
 
 Buku Besar dan Latihan 
 
 Kas, Kasi, Kartu Barang, dan Latihan






































 Laporan Keuangan Neraca dan Buku Besar 
 
 Daftar Saldo dan Latihan 
 
 Laporan Keuangan Neraca dan Buku Besar 
 
 Laporan Hasil Usaha 
 
Tujuan  dari  pelatihan  ini  adalah  agar  setiap  pelaku  usaha 
UMKM mampu melakukan pembukuan yang benar dalam usahanya. 
Dalam   pelatihan   akuntansi   dasar   ini,   biasanya   peserta   pelatihan 
diberikan praktek langsung atau latihan agar para peserta benarbenar 
mampu untuk melakukan pembukuan yang tepat. 
4. Pemberian    pelatihan    mengenai    Ekspor    Impor    bagi    UMKM. 
 
Pelaksanaannya  pada  tanggal  25  Agustus  2018,  dengan  peserta  50 
orang. Materi yang diberikan adalah sebagai berikut: 
 Bagaimana Memulai Eksport 
 
 Strategi Pemasaran 
 
 Bagaimana Meningkatkan Pendapatan melalui Eksport 
 
 Tatacara Ekspor 
 
 Pengalaman Ekspor 
 
Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan memacu para pelaku 
usaha untuk lebih memajukan usahanya melalui ekspor impor. Selain 
itu, pelatihan ini juga untuk mengenalkan mengenai strategi dan tata 
cara melakukan strategi ekspor impor yang baik.






































5. Pemberian     Bintek     peningkatan     SDM     berperspektif     gender. 
 
Pelaksanaannya pada tanggal  15  Oktober 2018,  dengan  peserta 200 
orang. Materinya sebagai berikut: 
 Kesetaraan Gender 
 
 Penataan produk bagi UMKM wanita 
 
 Bagaimana berwirausaha 
 
Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wanita. 
Dalam kegiatan ini, para peserta akan diberikan penjelasan mengenai 
kesetaraan gender dan pengarahan untuk menjalankan usaha yang tepat 
bagi wanita. 
Jiwa kewirausahaan sangat penting dimiliki dalam setiap individu 
seorang pengusaha untuk menjalankan usahanya. Akan tetapi tidak semua 
pengusaha memilikinya. Maka dari itu, pelatihan kewirausahaan ini sudah 
seharusnya dilakukan. Tetapi sayangnya hasim pelatihan ini belum 
sepenuhnya dapat diterapkan oleh para pengusaha. Masih banyak pengusaha 
yang belum berani melakukan inovasi terhadap usahanya dan takut terhadap 
resikoresiko usaha yang akan dihadapinya. 
b. Peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai regulator 
 
Dalam penelitian ini, fungsi regulator adalah menentukan peraturan 
yang mendukung kepada proses jalannya suatu pengembangan dan 
pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM  sudah 
menjalankan fungsi dan perannya sebagai regulator dalam pengembangan 
dan pemberdayaan UMKM, sebagai mana tertera di bawah ini:






































Melalui fungsi dan tugas pokok Dinas Koperasi dan UMKM 
Surabaya dalam menjalankankoordinasi, pembinaan, serta pengawasan 
pelaksanaan  dalam  membantu  pemerintah  kepala  daerah  dalam  hal  ini 
Wali Kota Surabaya. 
 Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM 
 
Sejalan dengan era otonomi, setiap daerah diberi kewenangan 
untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Maka dari itu, setiap daerah 
juga  mempunyai  wewenang  untuk  membuat  aturanaturan  sendiri 
sesuai  dengan  kondisi  dan  keadaan  wilayahnya.  Demikian  juga 
dengan   Dinas   Koperasi   dan   UMKM   Kota   Surabaya,   dalam 
programnya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, maka 
dilakukan suatu penyusunan suatu draft Rancangan Peraturan Daerah 
yang mengatur tentang UMKM. Rancangan Peraturan Daerah yang 
disusun tetap mengadopsi dari Peraturan Pusat dalam hal ini Kementrian 
Koperasi dan UKM, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi 
UMKM di daerah. 
Maksud dari adanya penyusunan kebijakan yang mengatur 
tentang Koperasi dan UMKM ini antara lain: 
a. Untuk  menumbuhkembangkan  dan  meningkatkan  peran  serta 
masyarakat dalam pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM yang 
ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. 
b.    Menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. 
 
Sedangkan Tujuan penyusunan Raperda ini adalah:






































a. Memberikan pedoman dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan 
UMKM  agar keberadaannya  lebih  kuat  dan  bermanfaat  dalam 
sistem perekonomian Indonesia di tingkat Daerah Kota Surabaya. 
b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan 
pemerintahan, agar Koperasi dan UMKM dapat berdaya saing di 
tengah perekonomian global baik di dalam dan luar negeri. 
Dalam penyusunan draft Raperda tersebut, Dinas Koperasi dan 
UKM bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni Konsultan Kebijakan 
untuk penyusunan naskah akademik dan draft Raperda tentang Koperasi  
dan  UMKM.  Konsultan  kebijakan  ini  bertugas  untuk mencari  
referensi-referensi  yang  berkaitan  dengan  kebijakan- kebijakan 
tentang Koperasi dan UMKM yang ada di tingkatan Pemerintahan 
Pusat. Bertolak dari aturanaturan pusat tersebut, kemudian disusun 
peraturan-peraturan baru yang telah disesuaikan dengan kondisi yang di 
daerah di daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari ibu Sri Rahayu 
berikut ini: 
“Dalam penyusunan draft Raperda ini Dinas Koperasi dan 
UMKM Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak ketiga. 
Tugasnya adalah mencari referensi-referensi tentang Kebijakan 
Koperasi dan UMKM di tingkat pusat. Untuk kemudian 
disesuaikan dengan keadaan yang ada di daerah itu sendiri. 
Setelah disesuaikan kan ada yang sesuai dan ada yang tidak. Nah 










84 Sumber : Hasil wawncara dengan Sri Rahayu pelaku UMKM pada tanggal 21 Oktober






































Dalam proses penyusunan kebijakan, juga dilakukan Focus Group 
Discussion  (FGD)  yang  melibatkan  Konsultan,  pihak  Koperasi  dan 
UMKM, serta dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri. Fungsi dari FGD ini 
adalah  untuk  mendiskusikan  draft  yang  telah  disusun,  serta  dengar 
pendapat  dengan  pihak  Koperasi  dan  UMKM.  Selain  itu,  Konsultan 
tersebut juga meminta pendapat dari para stakeholders, antara lain dari 
Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia), PKPRI (Pusat Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia), Askopsindo (Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam 
Indonesia), serta dari beberapa Paguyuban UMKM. Hal ini sesuai dengan 
yang dikatakan bapak Drs. Imam sutrisno, M.M berikut ini: 
“Dalam proses penyusunan draft Raperda, kami juga menggelar FGD 
yang dihadiri dari pihak UMKM, Konsultan, dan dari Dinas Koperasi 
dan UKM sendiri. Dalam FGD ini didiskusikan, ada koreksi nggak 
dari pihak UMKM, kemudian apa yang kurang jelas, langsung 
didiskusikan di situ. Supaya nanti kalo benarbenar jadi Perda kan 




Hal ini dibenarkan oleh Ibu Choirul Mahpuduah berikut ini: 
 
“O iya mas, dulu saya sempat diundang Dinas Koperasi dan UKM 
untuk rapat dengar pendapat dalam rangka penyusunan kebijakan 
UMKM. Di situ acaranya ya penjelasan mengenai rancangan yang 
sedang disusun. Kami dari pihak UMKM juga diberi kesempatan 
untuk  memberikan  tanggapan  ataupun  masukan  mengenai 
rancangan tersebut. Harapan saya ya semoga kalau sudah jadi 
kebijakan itu mampu menjadi payung hukum yang jelas bagi jalan 








85  Sumber : Hasil wawancara dengan bapak Drs. Imam sutrisno, M.M   selaku Kepala 
Bidang UMKM Kota Surabaya pada tanggal 10 oktober 2019. 
86  Sumber : Hasil wawncara dengan Ibu Choirul Mahpuduah selaku pelaku usaha pada 
tanggal 27 November 2019






































Draft Raperda yang disusun tersebut mengatur tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan kelangsungan usaha Koperasi dan UMKM, serta aturan- 
aturan tentang pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Di dalam 
Pemberdayaan  Koperasi  dan  UMKM  tersebut  juga  mencakup  aturan- 
aturan  mengenai  pengawasan  terhadap  Koperasi  dan  UMKM   yang 
nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan serta 
peluang yang dimiliki oleh Koperasi dan UMKM, dan dijadikan input 
untuk menetapkan strategi apa yang tepat untuk pengembangan Koperasi 
dan UMKM tersebut. 
Hingga saat ini penyusunan Raperda masih terus berjalan. Sebab, 
dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyusun suatu kebijakan yang 
benarbenar sesuai dengan keadaan UMKM yang ada di daerah. Selain itu, 
diperlukan pula proses penyusunan yang matang agar kebijakan yang 
dihasilkan  dapat  dijadikan  sebagai  aturan  yang  kuat  dalam 
mengembangkan sektor UMKM di daerah. 
c. Peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai katalisator 
 
Pengertian dari peran Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya yang 
efektif menurut hemat penulis adalah keterlibatan Dinas dalam proses 
pengembangan dan pemberdayaan. Tetapi perlu diingat bahwa keterlibatan 
yang dilakukan ini sebatas perangsang bagi tercapainya target yang akan 
dituju. 
Dalam   hal   ini   peran   Dinas   Koperasi   dan   UMKM   sebagai 
katalisator  yang  mengacu  terhadap  pengembangan  dan  pemberdayaan






































UMKM  menurut  UU  No.  20  Tahun  2008  bisa  dilihat  dari  beberapa 
program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM daerah. 
 Jalinan kerja sama dengan para stakeholders 
 
Pelaksanaan  setiap  kegiatan  pengembangan  yang  dilakukan 
oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya tentu saja tidak dapat 
dilakukan sendirian. Perlu dibutuhkan jalinan kerja sama dan bantuan 
dari   pihakpihak   terkait   untuk   memperlancar   jalannya   kegiatan 
tersebut. Para stakeholders tersebut antara lain: 
1) Lembagalembaga pemberi bantuan modal, dalam hal pemberian 
bantuan kredit untuk kegiatan perkuatan usaha UMKM. 
2) BKK  (Bank  Kredit  Kecamatan)  yang  bertugas  sebagai  tempat 
untuk pencairan dana bantuan modal, sekaligus mengurusi 
pengembaliannya. 
3) Lembaga-lembaga pendidikan dan tenaga-tenaga ahli dalam hal 
membantu memberikan materi dalam rangka penyelenggaraan 
pelatihan Kewirausahaan. 
4) Pihak   Konsultan   Kebijakan   yang   membantu   dalam   proses 
penyusunan naskah akademik dan draft Raperda tentang Koperasi 
dan UMKM. 
5) Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas  Pariwisata,  dan 
Dinas  terkait  yang  saling  berkoordinasi  dalam  rangka 
memfasilitasi kebutuhan.






































6) Aparat   pemerintahan   serta   Kelompok-kelompok   masyarakat 
dalam memberikan pendataan UMKM yang berhak diberi 
pembinaan. 
7) Asosiasi Koperasi dan UMKM dalam hal keikutsertaannya untuk 
mewakili memberi input dalam penyusunan kebijakan tentang 
Perkoperasian dan UMKM. 




“Pelaksanaan semua kegiatan pengembangan ini nggak akan ada 
artinya   tanpa   kerja   sama   dari   berbagai   pihak   yang   terkait. 
Contohnya dari lembaga pemberi bantuan kredit untuk sosialisasi 
penyediaan modal, dari lembaga pendidikan untuk pelatihan 
kewirausahaan, pihak konsultan dalam penyusunan draft raperda, dan 
beberapa Dinas untuk mengembangkan pasar Ngarsopuro. Semua itu 
kami libatkan agar program kegiatan yang sudah kami rancang bisa 
berjalan efektif dan efisien serta tepat guna.”87 
 
Selain dari yang dipaparkan di atas,   peran Dinas Koperasi dan 
UMKM dalam produk dan pengolahan adalah dengan bermitra dengan 
INKA, Telkom, Perbankan, serta Pos Giro. Para pelaku usaha cenderung 
berminat untuk meminjam modal di Perbankan yang disediakan oleh oleh 
BUMN dan lainnya melalui CSR (Coorporate Social Responbiity) yang 
bermakna suatu tindakan yang dijalankan perusahaan sebagai suatu 
tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan sosial dengan kegiatan 
agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dinas 





87 Sumber : Hasil wawncara dengan Desi Setyowati selaku pelaku usaha pada tanggal 28 
November 2019






































mana  akan  mempermudah  mereka  dalam  meminjam  modal  ke  bank 
dengan memanfaatkan kartu Breeze dari Bank BRI. Dengan begitu pelaku 
usaha tidak akan mengalami kesusahan dalam meminjam modal ke bank 
karena sudah mempunyai kartu Breeze yang disediakan oleh Bank BRI.





































Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang sebagaimana telah 
dijabarkan dan dikemukakan pada bab sebelumnya, maka oleh karena itu pada 
awal bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan meurapakan jawaban 
singkat  dari  hasil  pembahasan  dan  penelitian  sedangkan  saran  merupakan 
masukan dari hasil kesimpulan yang kurang maksimal. 
 
A.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan   hasil   pembahasan   dan   penelitian   tentang   peran   Dinas 
Koperasi dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Jawa Timur, yang dilakukan 
oleh penulis maka telah disimpulkan sebagai berikut : 
1.         Peran Dinas Koperasi Dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Jawa 
timur. 
Peran Dinas Koperasi dan UMKM sangat penting bagi pengembangan dan 
pembangunan sektor ekonomi, karena adanya peran dan dukungan pemerintah dapat 
merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan 
pembangunan dalam sektor ekonomi. 
Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM yang  sebagai fasilitator tidak 
hanya mengatur, mengawasi, dan menindaklanjuti melainkan peran dinas koperasi 
juga memberikan sarana dan prasarana, pelatihan keterampilan dan pemasaran. 
Hal  ini  agar    bisa  mempercepat  pergerakan  dalam  sektor  ekonomi  dengan 














































Pengembangan UMKM unggulan tidak terlepas dari peran Dinas Koperasi dan 
UMKM yang telah disepakati sampai turun langsung ke lapangan dalam bentuk 
berbagai kebijakan   yang disusun pemerintah dan berbagai program yang 
dilaksanakan. 
B.  SARAN 
 
Dari segi permodalan pemerintah seharusnya lebih membantu dan membuat 
kebijakan  supaya  para  pelaku  usaha  dapat  dengan  mudah  mendapat  modal. 
Hingga saat ini para pelaku usaha masih kebingungan dalam hal modal terutama 
pada system KUR dan juga minimnya perluasan pinjaman modal dari Bank yang 
belum terakses pada para pelaku usaha. 
Untuk pada para pelaku usaha agar lebih meningkatkan produk UMKMnya 
dan   mengembangkan usahanya yaitu dengan inovasi-inovasi yang dengan 
mengikuti perkembangan zaman. Supaya produknya lebih banyak di sukai dalam 
pasar lokal, agar dapat bersaing dalam produk-produk impor lainnya. 
Kedepannya UMKM Unggulan ini agar selalu terus bertahan dan menjadi 
salah satu  daya  tarik  perekonomian  yang dapat  mengembangkan  pasar  dalam 
negeri, ekspor dan juga meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 
di Indonesia.
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